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Ojek buah adalah salah satu mata pencarian di Desa Guring 
karena di desa tersebut berdekatan dengan perbukitan yang 
menghasilkan banyak buah seperti kopi, petai, jengkol, duren dan 
lada. Keadaan itulah yang membuat masyarakat desa Guring 
memanfaatkan untuk membuka jasa ojek buah. Tugas ojek buah 
ialah membawakan buah yang dipanen di bukit untuk dibawa ke 
kampung. Pengurangan upah yang terjadi ialah upah buah yang 
rusak tidak dibayarkan oleh pemilik kebun kepada ojek buah, 
pengurangan upah sebagai bentuk ganti rugi atas buah yang rusak 
akibat terjatuhnya pengendara ojek buah. 
Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini ialah 
bagaimana pengurangan upah dalam ojek buah di Desa Guring 
Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus? dan bagaimana 
tinjauan hukum Islam tentang pengurangan upah dalam ojek buah di 
Desa Guring Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus? 
Sedangkan tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk 
mengetahui pengurangan upah dalam ojek buah di Desa Guring 
Kecamatan Tanggamus dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam 
tentang pengurangan upah dalam ojek buah. 
Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu 
suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data yang 
diperoleh dari lokasi lapangan dan dianalisis secara deskriptif 
analisis yaitu menganalisa apa yang terjadi atau gambaran mengenai 
realita yang terjadi di lapangan. Adapun teknik pengumpulan data 
pada penelitian ini adalah dengan melakukan observasi, wawancara 
dan dokumentasi. Serta data dianalisa maka hasilnya akan disajikan 
secara deskriptif dengan analisis kualitatif.  
Berdasarkan hasil penelitian kiranya dapat dikemukakan 
bahwa pelaksanaan pengurangan upah di Desa Guring Kecamatan 
Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus ialah upah buah yang rusak 
tidak dibayarkan kepada ojek buah apabila buah yang dibawa rusak 
karena terjatuh sebagai bentuk ganti rugi kerusakan buah yang 
rusak. Sedangkan menurut sudut pandang Islam pengurangan upah 
di Desa Guring Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus 
seharusnya akad pada pelaksanaan pengurangan upah diperjelas 
untuk memperhatikan faktor yang menyebabkan pengendara ojek 
buah terjatuh dan melihat faktor keadilan pada pelakasanaan 
pengurangan upah, pengurangan upah bisa dilakukan dikarenakan 





oleh pengendara ojek buah dan pengurangan upah yang diberikan 
kepada pengendara ojek buah adalah sebagai bentuk ganti rugi, 
karena pada dasarnya pengendara ojek buah memiliki 









Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama  : Galib Ari Sasmita 
NPM  : 1721030028 
Prodi  : Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah) 
Fakultas  : Syari’ah 
Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam 
Tentang Pengurangan Upah Dalam Ojek Buah (Studi di Desa 
Guring Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus) 
adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan 
duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian 
yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. 
Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya 
ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. 
Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi. 
 














                 
                   
               
 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 
Dan janganlah kamu membunuh dirimu;Sesungguhnya Allah 
adalah Maha Penyayang kepadamu.” 







Puji Syukur kehadirat Allah SWT, alhamdulillah atas 
limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Sebuah karya ilmiah skripsi 
telah selesai, dengan penuh perjuangan dan bangga saya 
persembahkan skripsi ini kupersembahkan kepada bapak dan ibu 
tercinta (Hartono Ari Sasmita dan Mursini) yang dengan sabar, 
tulus, ikhlas dan penuh kasih sayang, selalu memberikan dorongan 
dan doa restu untuk keberhasilanku dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Adikku (Gandi Apriandi) tersayang yang selalu menyemangati dan 
memberikan doa untuk keberhasilanku, seluruh dosen dan civitas 
akademika kampus UIN Raden Intan Lampung, terutama para 
pembimbing skripsi dan Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas 
Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik, 







Galib Ari Sasmita dilahirkan di Bandar Lampung pada 
tanggal 13 Mei 1999, anak pertama dari pasangan bapak Hartono 
Ari Sasmita dan ibu Mursini. Galib Ari Sasmita memiliki saudara 
kandung yaitu seorang adik laki-laki yang bernama Gandi Apriandi, 
adapun riwayat pendidikan Galib Ari Sasmita adalah dimulai dari 
TK Cendrawasih, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar 
Lampung pada tahun 2004-2005. Kemudian melanjutkan 
pendidikan di SDN 3 Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, 
Kota Bandar lampung pada tahun 2005-2011. Kemudian 
melanjutkan pada tingkat SMP Negeri 20 Bandar Lampung pada 
tahun 2011-2014, dan melanjutkan tingkat SMA Negeri 13 Bandar 
Lampung pada tahun 2014-2017. Kemudian pada tahun 2017, 
diterima sebagai mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, dan 
mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah, di Fakultas 
Syari’ah, UIN Raden Intan Lampung. 
 
 














Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan 
rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan 
Hukum Islam tentang Pengurangan Upah dalam Ojek Buah (Studi di 
Desa Guring Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus)” 
dapat terselesaikan. Shalawat beserta salam juga tak lupa saya 
sanjung agungkan kepada nabi Muhammad saw, keluarga, para 
sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya sampai akhir 
zaman. 
Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu 
persyaratan untuk menyelesaikan studi program Strata Satu (S1) 
pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah), Fakultas 
Syari’ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana 
Hukum (S.H) dalam bidang ilmu syari’ah. 
Atas bantuan dan dukungan dari semua pihak dalam proses 
penyelesaian skripsi ini, tak lupa saya haturkan terimakasih yang 
sebesar-besarnya, untuk lebih rinci ungkapan terimaksih itu 
disampaikan kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor UIN 
Raden Intan Lampung 
2. Bapak Dr. H. Khoiruddin, M.H., selaku Dekan Fakultas 
Syari’ah UIN Raden Intan Lampung 
3. Bapak Khoirudin, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum 
Ekonomi Syari’ah (Muamalah) Fakultas Syari’ah UIN Raden 
Intan Lampung. 
4. Bapak Dr. H. A. Khumaidi Ja’far, S. Ag. M.H selaku 
Pembimbing I dan bapak Muslim, S.H.I., M.H.I. selaku 
pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk 
membantu, dan membimbing serta memberikan arahan dengan 
penuh rasa tanggung jawab dan ikhlas, sehingga terselesaikan 
skripsi ini. 
5. Bapak dan ibu dosen serta staf pegawai Fakultas Syari’ah UIN 





6. Kepala dan Pegawai perpusatakan Fakultas Syari’ah dan pusat 
UIN Raden Intan Lampung, yang telah memberikan informasi, 
data, referensi, dan lain-lain. 
7. Rekan-rekan seperjuangan dalam menuntut ilmu di Jurusan 
Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah) angkatan 2017, 
khususnya Muamalah kelas C. 
8. Topan, Dim, Nisa yang telah membantu dalam menyelesaikan 
skripsi ini. 
Semoga Allah senantiasa memberikan limpahan karunia yang 
melimpah, dan demi perbaikan selanjutnya penulis memerlukan 
kritik dan saran yang membangun dan senang hati penulis akan 
menerimanya. Akhirnya, hanya kepada Allah swt saya serahkan 
segalanya, mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dalam 
pembangunan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya pada 
ilmu-ilmu syari’ah. 
Wasalamu’alaikum, Wr, Wb. 
 














HALAMAN JUDUL ................................................................. i 
ABSTRAK  ................................................................................ ii 
SURAT PERNYATAAN  ......................................................... iv 
PERSETUJUAN  ...................................................................... v 
PENGESAHAN ......................................................................... vi 
MOTTO  .................................................................................... vii 
PERSEMBAHAN  .................................................................... viii 
RIWAYAT HIDUP  .................................................................. ix 
KATA PENGANTAR  .............................................................. x 
DAFTAR ISI  ............................................................................ xii 
DAFTAR TABEL  .................................................................... xv 
DAFTAR LAMPIRAN ............................................................. xvi 
 
BAB I PENDAHULUAN 
A. Penegasan Judul  ............................................................ 1 
B. Latar Belakang Masalah  ................................................ 3 
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian ..................................... 4 
D. Rumusan Masalah .......................................................... 5 
E. Tujuan Penelitian ............................................................ 5 
F. Manfaat Penelitian .......................................................... 5 
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan ..................... 6 
H. Metode Penelitian ........................................................... 7 
I. Sistematika Pembahasan ................................................ 10 
 
BAB II LANDASAN TEORI 
A. Akad 
1. Pengertian dan Dasar Hukum Akad .......................... 13 
2. Rukun dan Syarat Akad ............................................. 16 
3. Tujuan Akad .............................................................. 21 
4. Macam-Macam Akad ................................................ 22 
5. Prinsip-Prinsip Akad ................................................. 27 






B. Upah (Ujrah) 
1. Pengertian (Ujrah)..................................................... 31 
2. Dasar Hukum (Ujrah) ............................................... 34 
3. Rukun dan Syarat (Ujrah) ......................................... 38 
4. Macam-Macam Upah (Ujrah) ................................... 42 
5. Prinsip-Prinsip Upah (Ujrah) .................................... 46 
6. Sistem Pengupahan ................................................... 49 
7. Hak dan Kewajiban Pekerja ...................................... 51 
8. Upah dalam Ekonomi Syariah ................................... 52 
C. Ganti Rugi 
1. Pengertian dan Dasar Hukum ...................................... 57 
2. Rukun dan Syarat ........................................................ 60 
3. Sebab-Sebabnya .......................................................... 61 
 
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 
A. Gambar Umum Desa Guring, Kecamatan 
Pematang Sawa, Kabupaten Tanggamus 
1. Sejarah Berdirinya Desa Guring ................................ 65 
2. Visi dan Misi Desa Guring  ....................................... 65 
3. Keadaan Geografis dan Keadaan Demogravis 
Desa Guring .............................................................. 66 
4. Keadaan Sosial Ekonomi Desa Guring ...................... 67 
5. Struktur Organisasi Desa Guring ............................... 69 
B. Pelaksanaan Pengurangan Upah Dalam Ojek 
Buah Di Desa Guring Kecamatan Pematang 
Sawa Kabupaten Tanggamus ............................................ 69 
 
BAB IV ANALISIS PENELITIAN 
A. Pengurangan Upah dalam ojek buah di Desa 
Guring Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten 
Tanggamus........................................................................ 75 
B. Tinjauan hukum Islam tentang Pengurangan 
Upah pada ojek buah di Desa Guring Kecamatan 







BAB V PENUTUP 
A. Kesimpulan ....................................................................... 79 












Table 1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin ................. 67 
Table 2 Jumlah Penduduk Menurut Agama ............................ 67 
Table 3 Jumlah Penduduk Menurut Usia ................................ 68 








Lampiran 1 : Surat Persetujuan Penelitian 
Lampiran 2 :  Surat Balasan Penelitian 
Lampiran 3 :  Teks Wawancara Dengan Ojek Buah 
Lampiran 4 :  Teks Wawancara Dengan Pemilik Buah 
Lampiran 5:  Foto Sketsa Peta Dan Struktur Organisasi 
Pemerintahan  
Lampiran 6 :  Foto Dengan Pemerinah Desa Guring 
Lampiran 7 :  Foto Wawancara Dengan Pemilik Buah Dan Ojek 
Buah  
Lampiran 8 :  Foto Motor Yang Dimodifikasi Untuk Ojek Buah 











A. Penegasan Judul 
Untuk menjelaskan secara keseluruhan materi ini terlebih 
dahulu akan diberikan penegasan dan pengertian yang 
terkandung didalamnya untuk menghindari kesalahan dan 
kekeliruan penafsiran maupun pemahaman makna yang 
terkandung dalam judul skripsi ini. Adapun judul skripsi ini 
adalah : “Tinjauan Hukum Islam tentang Penanggungan Risiko 
Dalam Ojek Buah (Studi Di Desa Guring Kecamatan Pematang 
Sawa Kabupaten Tanggamus)”. Maka perlu dijelaskan istilah- 
istilah atau kata-kata penting agar tidak menimbulkan 
kesalahpahaman bagi para pembaca. 
1. Tinjauan adalah hasil dari meninjau; pandangan; pendapat 




2. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan yang berasal 
dari wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul yang berisikan 
tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan bersifat 
mengikat bagi semua umat beragama Islam, dengan tujuan 
menciptakan ketentraman.
2
 Menurut Syekh Mahmud 
Syaltut (Rektor Universitas Al-Azhar) dan Dr. Hasan Sufi 
Abu Tholib menegaskan bahwa : Pertama, hukum Islam 
merupakan salah satu sumber hukum umum; Kedua, 
hukum Islam merupakan hukum yang hidup dan 
berkembang dalam masyarakat; Ketiga, hukum Islam 
merupakan hukum yang berdiri sendiri dan tidak diambil 
atau mengambil dari hukum lain.
3  
                                                             
1 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1470. 
2 Hasby Ash-shidieqy, Falsafah Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 
1995), 44. 
3 Didi Kusnadi,”Pemikiran Hukum Islam Klasik dan Modern: 
Karakteristik, Metode, Pengembangan, dan Keberlakuannya”, Jurnal Asy-Syari‟ah, 
Vol 16, no 1, April (2014), 2. 
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4. Upah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan 
uang serta sebagainya, yang dibayarkan selaku balasan 
jasa ataupun selaku pembayaran tenaga yang telah 
dikerjakan untuk mengerjakan suatu semacam pendapatan 
yang bisa disebut gaji.
5
 Sedangkan upah dalam Islam 
adalah sebuah bentuk kompensasi atau apresiasi atau jasa 
yang telah diberikan oleh tenaga kerja atau bisa disebut 
sebagai balasan karena telah menyelesaikan pekerjaan 
yang diberikan oleh pihak yang mempekerjakan.  
5. Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia, Ojek adalah 
sepeda atau sepeda motor yang ditambangkan dengan cara 
membonceng penumpang atau barang untuk dibawa 
kesuatu tempat tujuan, sama seperti layanan transportasi 
Ojek Buah yang membawa buah sampai ketempat yang 
diinginkan. Sedangkan yang dimaksud Ojek Buah dalam 
penelitian ini adalah Ojek Buah, yang bertugas 
mengendarai motor sebagai alat transportasi guna 
mengangkut buah, dengan mengambil barang dari kebun 
petani yang ada di bukit untuk dibawa ke kampung atau ke 
rumah pemilik kebun. Transportasi atau pengangkutan 
barang merupakan bidang kegiatan yang sangat penting 
dan dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat. Secara 
umum, di Indonesia ada beberapa jenis transportasi 
diantaranya, yaitu transportasi darat, transportasi laut dan 
tansportasi udara.
6
 Dalam hal ini, penelitian mengacu pada 
transportasi darat (motor). Jasa layanan transportasi ojek 
buah adalah layanan transportasi dengan menggunakan 
kendaraan bermotor roda dua yang sudah dimodifikasi 
                                                             
4 Tema Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Pustaka 
Phoenix, Jakarta, 2007), 45. 
5 W. J. S. Poerwadani, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Ed. III, cet. 3, 
(Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 1345. 
6 Hasnil Basri, Hukum Pengangkutan, (Medan: Kelompok Studi Hukum 




sedemikian rupa untuk memudahkan ojek buah dalam 
membawa buah dari bukit ke kampung. 
Berdasarkan penjelasan istilah di atas maka dapat 
dijelaskan penelitian ini secara menyeluruh adalah 
pandangan hukum Islam tentang praktik penanggungan 
risiko pada ojek buah yang terjadi di Desa Guring 
Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus 
 
B. Latar Balakang Masalah 
Muamalah ekonomi dapat berupa jual beli, sewa 
menyewa (mengupah), bagi hasil, asuransi, pasar modal, 
investasi, dan sebagainya. Adapun salah satu bentuk kegiatan 
manusia dalam Muamalah ialah ijarah atau sewa menyewa 
yaitu sebagai suatu perjanjian atau akad yang mengambil 
manfaat dari jalan nya suatu perjanjian tersebut. Sewa 
menyewa dapat berupa jasa menyewakan dan ada juga jasa 
sewa menyewa barang. Sewa menyewa jasa seperti ojek yang 
membawa penumpang, sedangkan dalam sewa menyewa 
barang seperti menyewakan kendaraan mobil yang disewakan 
untuk berpergian. Menyedikan jasa ojek buah sebagai alat 
transportasi yang digunakan untuk mempermudah pembawaan 
buah dan saling menguntungkan antar kedua belah pihak dan 
tidak menghasilkan kemudharatan maka kegiatan tersebut 
diperbolehkan. 
Kabupaten Tanggamus khususnya Kecamatan Pematang 
Sawa merupakan Kecamatan yang letaknya berdekatan dengan 
perbukitan yang berpotensi dan strategis dalam menghasilkan 
produk hasil bumi seperti buah petai, jengkol, duku, kopi, 
durian dan lada. Akan tetapi kondisi lahan perkebunan yang 
letak lokasinya berada di bukit yang akses jalan nya belum 
bagus sehingga akses untuk pengambilan hasil panen buah 
tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda empat (mobil). Dalam 
kondisi tersebut menjadi kesempatan bagi masyarakat sekitar 
untuk menawarkan jasa ojek buah. Masyarakat sekitar 
memodifikasi motor mereka sedemikian rupa agar bisa 
membawa buah dan bisa menaiki bukit dengan keadaan jalan 
4 
yang licin, berlumpur dan sulit untuk dilalui untuk membawa 
buah ke kampung.  
Upah ojek buah dari bukit ke kampung dihitung per kilo, 
jika jaraknya dekat sebesar Rp.500,00 sedangkan jika jarak nya 
jauh sebesar Rp.1000 . Pernah terjadi bahwa ojek buah tersebut 
membawa buah hingga mencapai berat 200 kg. 
Seperti yang terjadi pada kasus ojek buah yang terjatuh 
saat membawa buah seberat 150 Kg duku dengan jarak yang 
jauh, upah yang diterima ojek buah tersebut seharusnya 
Rp.150.000, akan tetapi karena buah yang dibawa terjatuh dan 
mengalami kerusakan seberat 38 Kg dan pengandara ojek buah 
tersebut mengalami patah kaki maka upah yang diberikan 
dikurangi Rp 38.000.00. Jadi, ojek buah menerima upah dari 
pemilik buah sebesar Rp 112.000, dikarenakan ojek-ojek buah 
di sana masih ada ikatan keluarga maka pengendara ojek 
tersebut tidak mengganti buah yang rusak berapapun itu 
banyaknya, karena sejak adanya jasa ojek buah telah disepakati 
bahwasannya apabila ada buah yang rusak saat dibawa maka 
pengendara ojek buah tidak mengganti harga jual buah yang 
rusak akan tetapi upah buah yang rusak tidak dibayarkan 
sebagai bentuk ganti rugi kerusakan buah. 
Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan di atas 
berupa pengurangan upah kepada ojek buah atas 
pertanggungjawaban kerusakan buah yang rusak akibat 
terjatuhnya pengendara ojek buah. Maka peneliti ingin melihat 
dari sudut pandang Islam bagaimana tinjaun hukum Islam atas 
pengurangan upah pada ojek buah di Desa Guring Kecamatan 
Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus. 
 
C. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian 
Fokus penelitian ini memberikan batasan studi dalam 
penelitian, sehingga peneliti akan fokus dalam memahami 
masalah yang menjadi tujuan peneliti. Adapun fokus penelitian 
skripsi ini adalah pengurangan upah yang diberikan pada ojek 
buah sebagai bentuk ganti rugi akibat buah yang rusak saat 




penelitian yang akan dilakukan adalah bagaimana pandangan 
hukum Islam terhadap pengurangan upah yang diberikan 
kepada ojek buah atas kerusakan buah yang dibawa akibat 
terjatuh yang mengakibatkan upah yang diterima oleh ojek 
buah tersebut dikurangi  
 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, 
penulis menentukan rumusan masalah penelitian ini sebagai 
berikut: 
1. Bagaimana pengurangan upah dalam oleh ojek buah di 
Desa Guring Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten 
Tanggamus? 
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pengurangan 
upah dalam ojek buah di Desa Guring Kecamatan 
Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus? 
 
E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, 
maka dapat ditentukan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui pengurangan upah dalam ojek buah di 
Desa Guring Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten 
Tanggamus.  
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap 
pengurangan upah dalam ojek buah di Desa Guring 
Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus.  
 
F. Manfaat Penelitan 
Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah 
pengetahuan dalam pemikiran keislaman, civitas 
akademika fakultas syari‟ah, jurusan muamalah pada 
khususnya dan diharapkan mampu memberikan 
pemahaman kepada pemilik kebun atau pemilik buah 
6 
dengan ojek buah agar kedepanya dapat melakukan 
pengurangan upah yang sesuai dengan hukum Islam. 
2. Sedangkan secara praktis penelitian ini diharapkan dapat 
bermanfaat bagi pemilik kebun dengan ojek buah 
mengenai pengurangan upah dalam ojek buah yang dibawa 
dari bukit ke kampung dan penelitian ini dimaksudkan 
sebagai suatu syarat dalam memenuhi tugas akhir guna 
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas 
Syari‟ah UIN Raden Intan Lampung. 
 
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 
Sebelum penelitian ini dilakukan, ada beberapa 
penelitian serupa yang pernah dilakukan mengenai 
penanggungan risiko diantaranya yaitu: 
1. Penelitian yang dilakukan oleh Meli Wahyu Saputra yang 
berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang Pengurangan 
Upah Akibat Penyusutan Barang Muatan Getah Karet 
Studi Kasus di Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung 
Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat.” pada Tahun 
2019 yang di dalamnya membahas fokus pada 
ketidakadilan dipihak kuli angkut, diakibatkan keamanan 
tarif untuk setiap pengiriman yang diberlakukan 
mengakibatkan hasil upah yang diperoleh berbeda.  
2. Penelitian selanjutnya adalah skripsi yang ditulis oleh 
Ahmad Dirwan berjudul “Sistem Upah Jasa Ojek Sayur 
Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi pada agen 
sayur Rizki di Desa Tanjung Raya,Kecamatan Sukau 
,Lampung Barat)” diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan 
Hukum, UIN Raden Intan Lampung dalam fokus 
membahas perbedaan harga yang ditetapkan oleh ojek 
sayur antara agen sayur dengan petani dan jasa angkut 
barang di tanggung petani. 
3. Penelitian selanjutnya adalah skripsi yang ditulis oleh pegi 
Prihantini. “Perspektif Hukum Islam Tentang Pemotongan 
Upah Pekerja (Studi Pada Panglong Kayu Jaya Abadi 




Fakultas Syari‟ah, dalam fokus membahas pengurangan 
upah sepihak yaitu pemilik panglong kepada karyawan 
sebagai bentuk akomodasi, padahal akad di awal tidak ada 
pemotongan upah sebagai bentuk akomodasi.  
Bedanya dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah 
“Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengurangan Upah Dalam 
Ojek Buah” (Studi Di Desa Guring Kecamatan Pematang Sawa 
Kabupaten Tanggamus) akan fokus membahas pada 
pengurangan upah yang diberikan kepada ojek buah yang 
terjatuh dan menyebabkan buah rusak yang mengakibatkan 
upah buah yang rusak tidak dibayarkan sebagai bentuk ganti 
rugi kerusakan buah yang diberikan oleh pemilik kebun  
 
H. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah field 
research (penelitian lapangan) yaitu suatu penelitian yang 




2. Sifat Penelitian  
Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu 
penelitian dilakukan dengan mengumpulkan informasi 
yang terjadi dimasyarakat mengenai gejala yang ada tanpa 
bermaksud untuk membuat suatu kesimpulan secara 
umum, dan nantinya akan dijabarkan dengan pemaparan 
(deskripsi) data-data serta tidak dimaksudkan untuk 
membuat suatu kesimpulan yang berlaku secara umum.
8
 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. 
Pendakatan kualitatif memiliki karakter khusus yakni data 
dikumpulkan hingga disajikan secara deskriptif, yakni 
lebih menggunakan penjabaran kata-kata daripada angka.
9
 
                                                             
7 Lexy J. Molong, Metode Penelitian Kualitatif,(Bandung:Remaja 
Rosdakarya,2008), 7. 
8 Feni Hikmawati, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Rajagrafindo,2018), 
88. 
9 Emzir, Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Data, (Jakarta: 
Rajagrafindo,2014), .3. 
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3. Jenis dan Sumber Data 
Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
a. Data Primer  
Data Primer adalah data yang diperoleh ketika 
kita melakukan penelitian dilapangan.
10
 Data primer 
bersumber dari hasil wawancara dengan pemilik buah 
dengan ojek buah di Desa Guring Kecamatan 
Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder merupakan data yang diproleh 
langsung dari sumber kepustakaan.
11
 Sumber data 
sekunder adalah buku-buku, jurnal, laporan, publikasi 
dari pemerintah dan hasil sensus yang relevan dan 
berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji 
dalam penelitian ini.  
4. Populasi 
Populasi adalah jumlah penghuni yang mendiami 
suatu ruang tertentu yang terdiri subjek maupun objek 
yang mempunyai kualitas dan karateristik tertentu yang 
dapat dijadikan sumber pengambilan sampel.
12
 Populasi 
pada penelitian ini berjumlah 20 orang terdiri dari 6 ojek 
buah dan 14 orang sebagai pemilik kebun. 
Penelitian ini menggunakan purposive sampling. 
Purposive sampling adalah salah satu jenis pengambilan 
sampel yang biasa digunakan dalam penelitian ilmiah 
dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu.
13
 
Kriteria yang akan diambil dalam penelitian ini 
adalah ojek buah yang jatuh dan pemilik kebun yang 
pernah mengalami kerusakan buah akibat terjatuhnya ojek 
buah. Sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 
                                                             
10Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif, dan R&D, 
(Bandung: Alfabeta,2014), 225 
11 Ibid. 
12 Ibid. 




6 orang yang terdiri dari 3 orang ojek buah dan 3 orang 
pemilik kebun atau buah. 
5. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif secara 




a. Observasi (pengamatan) 
Observasi atau pengamatan adalah dasar dari semua 
ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat 
melakukan penelitian berdasarkan dari data, yaitu 
fakta data yang ada di lapangan diperoleh melalui 
observasi. Peneliti melakukan observasi atau 
pengamatan langsung di Desa Guring Kecamatan 
Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus. 
b. Wawancara (Interview) 
Wawancara atau interview adalah interaksi 
tanya-jawab yang terjadi antara dua pihak dimana 
salah satu pihak menjadi narasumber dan pihak 
lainnya menjadi pewawancara dengan harapan 
mendapat informasi yang diperoleh dari 
narasumber.
15
 Narasumber yang akan diwawancarai 
olah peneliti ialah pemilik buah dan ojek buah yang 
ada di desa Guring Kecamatan Pematang Sawa 
Kabupaten Tanggamus. 
c. Dokumentasi 
Dokumentasi merupakan suatu catatan 
seseorang yang terdahulu yang berguna untuk bahan 
analisis. Dokumentasi dapat berupa foto peristiwa 






                                                             




6. Pengolahan Data 
Setelah keseluruhan data yang dibutuhkan 
terkumpul maka tahap selanjutnya adalah pengelolaan 
data. Pengolaan data pada umumnya dilakukan dengan 
cara:  
a. Pemeriksaaan data (editing) yaitu mengoreksi apakah 
data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah 
benar dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah 
yang dikaji. 
b. Sistematisasi data (sistematizing) yaitu meletakan 
data sesuai dengan kerangka sistematika berdasarkan 
urutan masalah. 
7. Analisis Data 
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun 
secara sistematis kualitatif dan data yang diperoleh dari 
hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dengan 
menyusun pola yang menghasilkan kesimpulan, sehingga 
mudah untuk dipahami diri sendiri maupun orang lain.
17
 
Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari 
berbagai fenomena yang terjadi dengan teknik 
pengumpulan data yang sedalam-dalamnya sehingga akan 
ngengakibatkan variasi data yang sangat tinggi dan 
beragam. Analisis pada penelitian kualitatif bersifat 
deskriptif, yaitu analisis didasarkan pada data yang 
diproleh dari suatu fenomena atau kenyataan sosial, 
selanjutnya dikembangkan melalui kata-kata tulisan dan 
lisan orang yang berperilaku sehingga mudah dipahami.  
 
I. Sistematika Pembahasan 
Sistematika penulisan untuk mempermudah penulis 
dalam menyusun skripsi, maka penulis menyusun menjadi tiga 
bagian, yaitu bagian awal, bagian isi dan bagian akhir. Bagian 
isi dalam penelitian ini, penulis menyusun kedalam lima bab 
yang rinciannya sebagai berikut: 
                                                             




BAB I Pendahuluan, pada bab ini menjelaskan penegasan 
judul, latar belakang masalah yang mendasari terjadinya 
penelitian ini, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 
penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, dan 
sistematika pembahasan. 
BAB II Kajian Teori, pada bab ini menguraikan tentang teori 
Akad,Upah (Ujroh), Ganti Rugi. 
BAB III Deskripsi Objek Penelitian, pada bab ini menjelaskan 
tentang sejarah berdirinya desa, visi misi desa, letak geografis 
dan demografis, struktur organisasi desa, keadaan sosial 
ekonomi desa, pelaksanaan pengurangan upah dalam ojek buah 
yang terjadi di desa Guring Kecamatan Pematang Sawa 
Kabupaten Tanggamus. 
BAB IV Analisis Penelitian, pada bab ini terdapat hasil 
penelitian dan pembahasan. 
BAB V Penutup, pada bab ini berfungsi untuk mempermudah 
pembaca dalam pengambil intisari skripsi ini yaitu berisikan 













1. Pengertian dan Dasar Hukum Akad 
Kata akad berasal dari bahasa arab yaitu „aqada-
ya‟qidu-„aqdan, yang memiliki tiga sinonim, yaitu 
menjadikan ikatan (ja‟ala „uqdatan), memperkuat 
(„aqqada), dan menetapkan (lazima).1 Dalam istilah fiqih, 
akad secara umum berarti sesuatu yang menjadi tekad 
seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari 
satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang 
mucul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan 
gadai.
2
 Sedangkan secara khusus, akad adalah keterkaitan 
antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan 
kepemilikan) dan qabul (pernyataan 
penawaran/pemindahan kepemilikan) dalam lingkup yang 
disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.
3
 
Secara etimologi, akad mempunyai beberapa makna, 
antara lain: 
a. Mengikat (Ar-Rabthu), yaitu: mengumpulkan dua 
ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain 
sehingga bersambung dikemudian menjadi sebagai 
sepotong benda. 
b. Sambungan (Aqdatun), yaitu: sambungan yang menjadi 
memegang kedua ujung itu dan mengikatnya. 
c. Janji (Al-ahdu) sebagaimana dijelaksan di dalam Al-
Qur‟an surat Al-Imran ayat 76:
4
 
  ٍَ خَّقِٛ ًُ َ ُِٚحبُّ ٱۡن ٌَّ ٱَّللَّ ٰٗ فَإِ ٱحَّقَ َٔ ذِِِۦ  ۡٓ ٰٗ بَِع فَ ۡٔ ٍۡ أَ  َي
ٰۚ ٰٗ  بَهَ
                                                             
1 Imron Rosyadi, Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah, 
(Jakarta: Kencana, 2017), 1. 
2 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 
72. 
3 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 
2015), 35. 
4 M Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, (Jakarta: PT 
Raja Grafindo Persada, 2003), 13. 
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“Sebenarnya barangsiapa menepati janji dan 
bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai orang-orang 
yang bertakwa.” 
 
Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab 
dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab 
adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak dan 
qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra 
akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang 
pertama. Akad tidak akan terjadi apabila pernyataan 
kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain 
karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua belah 
pihak yang tercermin dalam ijab dan qabul.5 Akad 
merupakan bentuk tindakan hukum dua pihak karena akad 
adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak 
dari satu pihak dan qabul yang menyatakan kehendak 
pihak lain. Konsepsi akad sebagai tindakan dua pihak 
adalah pandangan ahli-ahli hukum Islam modern. Adapun 
tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum 
atau maksud bersama yang dituju dan yang hendak 
diwujudkan oleh pihak melalui pembuatan akad.
6
 
Sebagai suatu istilah hukum Islam, ada beberapa 
definisi akad sebagai berikut: 
a. Menurut Mursyid al-Hairan, akad merupakan 
pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak 
dengan qabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat 
hukum pada objek akad.
7
 
b. Menurut Syamsul Anwar mengatakan, akad adalah 
pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak 




                                                             
5 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam,102. 
6 Ibid., 104. 
7 Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1979), 
23. 




c. Menurut Al-Sanhury sebagaimana yang dikutp oleh 
Hasbi Ash-Shiddieqy, akad ialah “perikatan ijab qabul 




Adapun yang menjadi dasar hukum akad yaitu 
terdapat dalam Al-Qur‟an surah Al-Maidah ayat 1 dan An-
Nisa ayat 29 yang berbunyi: 
 
كُ  ۡٛ ٰٗ َعهَ ِى إَِّلَّ َيا ُٚۡخهَ َعٰ َۡ تُ ٱۡۡلَ ًَ ٛ ِٓ فُٕاْ بِٲۡنُعقُِٕدٰۚ أُِحهَّۡج نَُكى بَ ۡٔ ْا أَ َٰٕٓ ٍَ َءاَيُُ أََُّٚٓا ٱنَِّذٚ
َٰٓ ۡى َٰٚ
َ َٚۡحُكُى َيا ُِٚزُٚذ   ٌَّ ٱَّللَّ أََخُۡى ُحُزو ٌۗ إِ َٔ ِذ  ۡٛ َز ُيِحهِّٙ ٱنصَّ ۡٛ  َغ
 
“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah aqad-
aqad itu. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang 
akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan 
berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). 
Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum sesuai 
dengan yang Dia kehendaki.” 
 
أََُّٚٓ 
َٰٓ َزةً َعٍ َٰٚ ٌَ حَِجٰ َٰٓ أٌَ حَُكٕ ِطِم إَِّلَّ َُُكى بِٲۡنبَٰ ۡٛ نَُكى بَ َٰٕ ْا أَۡي َٰٕٓ ٍَ َءاَيُُْٕا ََّل حَۡأُكهُ ا ٱنَِّذٚ
ا   ًٗ ٌَ بُِكۡى َرِحٛ َ َكا ٌَّ ٱَّللَّ ْا أََفَُسُكۡىٰۚ إِ َٰٕٓ ََّل حَۡقخُهُ َٔ ُُكۡىٰۚ   حََزاٖض يِّ
“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu 
saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang 
batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang 
berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan 
janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah 
Maha Penyayang kepadamu.” 
Sedangkan dasar hukum akad didasari hadis yaitu 
sebagai berikut: 
َز  ًَ ٍِ ُع ٍْ َعْبِذ هللاِ ْب َافٍِع َع  ٍْ َا َيانِك  َع ٍُ ُُٕٚسَف أَْخبََز َحذَّثََُا َعْبُذ هللاِ ْب
ٌِ ُكمُّ  خَبَاَِٚعا ًُ ٌَّ َرُسَٕل هللاِ صهٗ هللا عهّٛ ٔسهى قَاَل : اْن ا أَ ًَ ُُْٓ ُ َع َٙ هللاَّ َرِظ




                                                             
9 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 
2010), 15. 
10 Shohih Al Bukhori, (Program Maktabah As Samilah Edisi II) Jilid III, 
84, lihat juga dalam Kitab Bidayatul Mujtahid Jilid II, 798. 
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“Hadis dari Abdullah bin Yusuf, beliau mendapatkan 
Hadis dari Malik dan beliau mendapatkan Hadis dari 
Nafi‟ dari Abdullah bin Umar Rodliyallohu „anhuma. 
Sesungguhnya Rosulalloh Sholallohu „alaihi wasallam 
bersabda : “Dua orang yang jual beli, masing-masing 
dari keduanya boleh melakukan khiyar atas lainnya 
selama keduanya belum berpisah kecuali jual beli 
khiyar.” 
2. Rukun Dan Syarat Akad 
Dalam hukum Islam agar terbentuknya suatu akad 
(perjanjian) yang sah dan mengikat haruslah terpenuhi 
rukun akad dan syarat akad. Rukun adalah unsur-unsur 
yang membenrtuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud 
karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya.
11
 
Rukun-rukun akad yang harus terpenuhi adalah sebagai 
berikut: 
a. Al-aqid 
Al-aqid adalah orang yang melakukan akad atau 
subjek akad. Keberadaanya sangat penting sebab tidak 
dapat dikatakan akad jika tidak ada aqid. Begitu juga 
tidak akan terjadi ijab dan qabul tanpa aqid.12 Adapun 
subjek hukum yang berupa badan hukum (al-
syahshiyah al –hukmiyah), kapasitasnya sebagi 
pendukung hak dan kewajiban dipersamakan dengan 




b. Shighat Aqad 
Shighat akad merupakan yang disandarkan dari 
dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa 
yang ada dihati keduanya tentang terjadinya suatu akad, 
                                                             
11 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari‟ah, 95. 
12 Abdul Ghofur Ansori, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di 
Indonesia, (Yogyakarta: Citra Madia, 2006), Cet. Ke-1, 22. 
13 Hasbi ash Shiddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah, (Semarang: Pustaka 




shighat tersebut dapat disebut dengan ijab dan qabul.14 
Ijab adalah suatu pernyataan kehendak yang pertama 
muncul dari suatu pihak untuk melahirkan suatu 
tindakan hukum, yang dengan pernyataan kehendak 
tersebut menawarkan penciptaan tindakan hukum yang 
dimaksud dimana bila penawaran itu diterima oleh 
pihak lain terjadilah akad. Contohnya seperti 
pernyataan penjual , “Saya jual barang ini dengan harga 
sekian”, atau sebaliknya pernyataan pembeli, “Saya 
beli barang ini dengan harga sekian”. Sedangkan qabul 
adalah pernyataan kehendak yang menyetujui ijab dan 
yang dengannya tercipta suatu akad.
15
 
Pernyataan kehendak berupa ijab dan qabul 
dalam hukum perjanjian Islam dapat melalui lima 
bentuk yaitu pernyataan kehendak dengan ucapan, 
pernyataan kehendak mealui utusan dan tulisan, 
pernyataan kehendak dengan isyarat, pernyataan 
kehendak secara diam-diam (At-ta‟athi), diam (As-
sukut) sebagai pernyataan kehendak.16 
Menurut Wahbah Zuhaili, ada tiga hal yang 
harus terpenuhi agar ijab dan qabul sah, yaitu pertama, 
tujuan yang terkandung jelas (ja‟lu al-makna). Kedua, 
adanya kesesuaian antara ijab dan qabul (tawafuq). 
Ketiga, antara ijab dan qabul menunjukkan kehendak 
yang pasti (jaz al-iradataini).17 Ijab dan qabul dalam 
akad sangat dipengaruhi oleh adat kebiasaan dan 
kepatutan. Oleh karena itu, sebagian ahli hukum Islam 
ada yang menganggap meskipun telah terjadi ijab dan 
qabul, akad belum tentu dianggap sah, hingga terjadi 
penyerahan objek akad, karena secara adat kebiasaan 
finalisasi akad tersebut ditandai dengan penyerahan 
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objek akad. hal yang demikian, terjadi pada praktik 
akad dengan objek barang (al-„uqud al-„ainiyyah), 
seperti akad hibah, pinjam meminjam (ariyah), 
penitipan barang (wadi‟ah), gadai (rahn).18 
c. Ma‟qud „Alaih 
Ma‟qud „Alaih adalah objek akad atau benda-
benda yang dijadikan akad yang bentuknya tampak dan 
membekas. Barang tersebut dapat berbentuk harta 
benda seperti barang dagangan, benda bukan harta, 
seperti dalam akad pernikahan dan dapat pula 




Para ahli hukum Islam sepakat bahwa objek akad 
harus memenuhi beberapa unsur, yaitu: 
1) Objek harus sudah ada ketika akad dibuat, ketentuan 
ini ditunjukkan untuk akad jual beli, sedangkan 
untuk akad salam (pesanan barang dengan 
pembayaran di awal, baik sebagian atau 
keseluruhan), leasing (sewa beli), akad istisna dan 
sejenisnya, ahli hukum Islam membolehkan, barang 
diperkirakan ada pada saat yang telah ditentukan. 
2) Barang yang menjadi objek akad adalah barang 
yang dibolehkan oleh syara‟. Segala hal yang 
diperbolehkan oleh syara‟ dapat menjadi objek 
akad, sebaliknya barang yang tidak diizinkan oleh 
syara‟ seperti minuman keras, bangkai, dan 
sebagainya, tidak dapat menjadi objek akad. 
3) Objek harus dapat diserahkan. Ketentuan ini berlaku 
pada jenis akad muawwadhah, yang membutuhkan 
penyerahan barang dari dua orang yang berakad, 
seperti dari penjual kepada pembeli. 
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4) Akad harus jelas sehingga diketahui oleh kedua 
belah pihak (muayyan). Kejelasan suatu akad 
mengikuti adat kebiasaan, sehingga pada sifat 
muayyan, ahli hukum Islam lebih dimaksudkan pada 
muawwadhah al-maliyah, di mana secara adat jenis 
barang, jumlah, sifat dam sebagai dapat diketahui.
20
 
Sedangkan syarat akad dapat dibagi menjadi empat 
macam yaitu: 
a. Syarat terbentuknya akad (Syuruth al-In‟iqad) 
Setiap rukun yang membentuk akad di atas 
memerlukan syarat-syarat agar rukun tersebut dapat 
berfungsi membentuk akad. Tanpa adanya syarat-syarat 
dimaksud, rukun akad tidak dapat membentuk akad. 
Syarat-syarat tersebut dinamakan syuruth al-in‟iqad. 
Rukun pertama yaitu para pihak, dalam hal ini para 
pihak harus memenuhi dua syarat terbentuknya akad, 
yaitu tamyiz dan berbilang (at-ta‟addud). Rukun kedua 
yaitu pernyataan kehendak, harus memenuhi dua syarat 
juga yaitu adanya persetujuan ijab dan qabul, dengan 
kata lain tercapainya kata sepakat dan kesatuan majelis 
akad. Rukun ketiga yaitu objek akad, harus memenuhi 
tiga syarat yaitu objek itu dapat diserahkan, tertentu 
atau dapat ditentukan dan objek itu dapat 
ditransaksikan. Rukun keempat yaitu tujuan akad, 
memerlukan satu syarat yaitu tidak bertentangan 
dengan syara‟. 
b. Syarat-syarat keabsahan akad (Syuruth ash-Shihhah) 
Rukun-rukun dan syarat-syarat terbentuknya 
akad yang disebutkan di atas masih memerlukan 
kualitas tambahan sebagai unsur penyempurna. Perlu 
ditegaskan bahwa dengan memenuhi rukun dan syarat 
terbentuknya, suatu akad memang sudah terbentuk dan 
mempunyai wujud yuridis syar‟i, namun belum serta 
merta sah. Oleh karena itu rukun dan syarat 
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terbentuknya akad masih memerlukan unsur-unsur 
penyempurna yang menjadikan suatu akad sah. Unsur-
unsur penyempurna ini disebut syarat keabsahan akad.  
Rukun pertama yaitu para pihak, dengan dua 
syarat terbentuknya yaitu tamyis dan berbilang pihak, 
dalam hal ini tidak memerlukan sifat penyempurna. 
Rukun kedua yaitu pernyataan kehendak, juga tidak 
memerlukan sifat penyempurna. Namun menurut 
jumhur ahli hukum Islam syarat dari rukun kedua ini 
memerlukan penyempurna yaitu persetujuan ijab dan 
qabul itu harus dicapai tanpa adanya paksaan, jika 
terjadi paksaan maka akad tersebut fasid. Rukun ketiga 
yaitu objek akad, dengan ketiga syaratnya memerlukan 
sifat-sifat sebagai unsur penyempurna. Syarat “dapat 
diserahkan” memerlukan unsur penyempurna yaitu 
bahwa penyerahan itu tidak menimbulkan kerugian dan 
apabila menimbulkan kerugian maka akadnya fasid. 
Syarat “objek harus tertentu” memerlukan kualifikasi 
penyempurna yaitu tidak boleh mengandung gharar. 
Syarat “objek harus dapat ditransaksikan” memerlukan 
unsur penyempurna yaitu harus bebas dari fasid dan 
bagi akad atas beban harus bebas dari riba. Dengan 
demikian syarat keabsahan akad harus bebas dari empat 
sebab yaitu penyerahan yang menimbulkan kerugian, 
gharar, syarat-syarat fasid dan riba. 
c. Syarat berlakunya akibat hukum (Syuruth an-Nafadz) 
Apabila telah memenuhi rukun-rukunnya, syarat-
syarat terbentuknya dan syarat-syarat keabsahannya, 
maka suatu akad dapat dinyatakan sah. Namun, 
meskipun sudah sah, ada kemungkian bahwa akibat-
akibat hukum akad tersebut belum dapat dilaksakan. 
Akad yang belum dapat dilaksanakan akibat hukumnya 
itu meskipun sudah sah disebut akad mauquf 
(terhenti/tergantung). Agar dapat dilaksanakan akibat 
hukumnya, akad yang sudah sah itu harus memenuhi 




kewenangan sempurna atas objek akad dan adanya 
kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan. 
d. Syarat mengikatnya akad (Syarthul -Luzum) 
Pada dasarnya, akad yang telah memenuhi 
rukunnya, serta syarat terbentuknya, syarat 
keabsahannya dan syarat berlakunya akibat hukum 
yang karena itu akad tersebut sah dan dapat 
dilaksanakan akibat hukumnya adalah mengikat para 
pihak dan tidak boleh salah satu pihak menarik kembali 
persetujuannya secara sepihak tanpa kesepakatan pihak 
lain. Namun ada beberapa akad yang menyimpang dari 
asas ini dan tidak serta merta mengikat, meskipun 
rukun dan syaratnya telah di penuhi. Hal itu di 
sebabkan oleh sifat akad itu sendiri atau oleh adanya 
hak khiyar pada salah satu pihak. Dilain pihak, akad-
akad yang di dalamnya terdapat salah satu jenis khiyar 
juga tidak mengikat. Akad dapat mengikat apabila di 
dalamnya tidak lagi ada hak khiyar. Bebas dari khiyar 




3 Tujuan Akad 
Menurut ulama fiqih, tujuan dari suatu akad harus 
sejalan dengan kehendak syara‟, sehingga apabila 
tujuannya bertentangan dengan syara‟ maka berakibat 
pada tidak absahnya dari perjanjian yang dibuat. Tujuan 
harus ada pada saat akad diadakan, dapat berlangsung 
hingga berakhirnya akad dan harus dibenarkan oleh 
syara‟.22 Agar tujuan tidak melenceng dari klausul yang 
halal, Ahmad Azhar Basyir menentukan tiga syarat yang 
harus diperhatikan dalam menentukan tujuan akad. 
Pertama, tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang 
telah ada, sebagai hal yang lahir dari akad tersebut 
(prestasi). Kedua, tujuan hendaknya berlangsung adanya, 
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hingga berakhirnya akad. Ketiga, tujuan itu harus 
dibenarkan oleh agama, sehingga tujuan yang dilarang 
oleh agama tidak dapat dijadikan sebagai tujuan akad dan 
demi hukum akad harus dinyatakan batal. Oleh karena itu, 





4. Macam-Macam Akad 
Menurut para ulama fiqih mengemukakan bahwa 
aqad itu bisa dibagi dari berbagai segi keabsahannya. 
Menurut syara‟ akad dapat dibagi menjadi: 
a. Akad sahih yaitu akad yang telah memenuhi rukun dan 
syarat. Hukum dari akad sahih ini adalah berlakunya 
seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu serta 
mengikat kedua belah pihak yang berakad. Akad sahih 
ini dapat dibagi menjadi dua macam yaitu: 
1) Akad Nafiz yaitu akad yang bebas dari setiap 
faktor yang menyebabkan tidak dapatnya akad 
tersebut tidak dilakasanakan. Dengan kata lain, 
akad nafiz adalah akad yang tercipta secara sah 
dan langsung menimbulkan akibat hukum sejak 
saat terjadinya. 
2) Akad Mauquf yaitu kebalikan dari akad nafiz, 
adalah akad yang tidak dapat secara langsung 
dilaksanaka akibat hukumnya sekalipun telah 
dibuat secara sah, melainkan masih tergantung 
(mauquf) kepada adanya ratifikasi dari pihak yang 
berkepentingan. Misalnya, akad anak mumayiz 
yang tergantung kepada ratifikasi walinya dalam 
hal ia melakukan akad yang bersifat timbal balik, 
akad orang dipaksa yang tergantung kepada 
ratifikasi yang bersangkutan setelah hilangnya 
paksaan, akad penerima kuasa yang melampaui 
batas pemberian kuasa yang tergantung kepada 
ratifikasi pemberi kuasa, atau akad pelaku tanpa 
                                                             




kewenangan (fuduli) yang tergantung kepada 
ratifikasi pihak yang berhak.
24
 
Akad shahih jika dilihat dari sudut mengikat atau 
tidaknya maka akad tersebut dapat dibagi kedalam dua 
bentuk antara lain: 
1) Akad yang mengikat yaitu akad yang tidak boleh 
dibatalkan oleh para pihak secara sepihak tanpa 
izin dari pihak lainnya, seperti akad jual beli dan 
akad al-ijarah. Menurut „ulama fiqih, akad yang 
mengikat itu dapat dibagi menjadi tiga macam, 
antara lain; pertama, akad yang tidak dapat 
dibatalkan sama sekali, seperti akad perkawinan 
boleh dibatalkan hanya melalui prosedur talak atau 
khuluk. Kedua, akad yang mengikat tetapi dapat 
dibatalkan atas persetujuan kedua belah pihak. 
Ketiga, akad yang mengikat salah satu pihak, 
seperti akad rahn dan al-Kafalah. 
2) Akad yang tidak mengikat yaitu akad yang 
dilakukan bila dibatalkan tidak harus mendapat 
persetujuan dari pihak lainnya, seperti akad 
Wakalah, akad „ariyah dan akad al-Wadi‟ah.
25
 
Akad yang tidak shahih yaitu akad yang terdapat 
kekurangan pada rukun dan syaratnya sehingga seluruh 
akibat hukumnya tidak berlaku dan tidak mengikat 
kedua belah pihak yang berakad. Ulama hanafiyah 
membagi jenis akad ini kedalam dua macam, yaitu 
sebagai berikut: 
1) Akad batil yaitu akad yang tidak memenuhi salah 
satu rukunnya atau adanya larangan syara‟. 
Misalnya, objek jual beli tersebut tidak jelas atau 
terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam 
lautan atau salah satu pihak yang berakad tidak 
cakap bertindak hukum. 
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2) Akad fasid yaitu suatu akad yang pada dasarnya 
dibolehkan tetapi bentuk dan sifatnya itu tidak jelas, 
seperti jual beli majhul, yaitu jual beli yang tidak 




Ulama fiqh menyatakan bahwa akad batil dan 
akad fasid mengandung esensi yang sama, yaitu tidak 
sah dan batal karena hukum. Namun, terdapat 
perbedaan di atara kedua akad tersebut yaitu akad fasid 
masih bisa dikembalikan menjadi shahih apabila unsur 
yang dikehendaki oleh syara‟ menjadi terpenuhi dan 
hal inilah yang membedakannya dengan akad batil.
27
 
Jika ditinjau dari teknis penamaan akad, dapat 
dibagi menjadi dua yaitu: 
1) Akad al-musammah yaitu akad yang telah 
ditentukan namanya oleh syara‟ dan telah ditentukan 
hukumnya. Akad jenis ini adalah jual beli, al-ijarah, 
hibah, wakalah, hiwalah, al-ju‟alah, wasiat, nikah, 
talaq dan rujuk. 
2) Akad ghairu al-musammah yaitu akad yang 
penamaanya dilakukan oleh masyarakat sesuai 
dengan perkembangan peradaban mansuia, seperti 




Kemudian jika dilihat berdasarkan responsibilitas 
akad bila dihubungkan dengan pembayaran ganti rugi 
atau tidaknya dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu:
29
 
1) Akad adh-dhaman (tanggungan), yaitu akad yang 
mengalihkan tanggungan risiko atas kerusakan 
barang kepada pihak penerima pengalihan sebagai 
konsekuensi dari pelaksanaan akad tersebut 
sehingga kerusakan barang yang telah diterimanya 
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melalui akad tersebut berada dalam tanggungannya 
sekalipun sebagai akibat keadaan memaksa. 
2) Akad al-amanah (kepercayaan), adalah akad dimana 
barang yang dialihkan melalui akad tersebut 
merupakan amanah di tangan penerima barang 
tersebut, sehingga ia tidak berkewajiban 
menanggung risiko atas barang tersebut, kecuali ada 
unsur kesengajaan dan melawan hukum. Termasuk 
akad jenis ini adalah akad penitipan, peminjaman, 
perwakilan (pemberian kuasa). 
3) Akad bersifat ganda, adalah akad yang di satu sisi 
merupakan akad tanggungan, tetapi di sisi lain 
merupakan akad amanah (kepercayaan). Misalnya 
akad sewa-menyewa dimana barang yang disewa 
merupaka amanah di tangan penyewa, akan tetapi di 
sisi lain, manfaat barang yang disewanya 
merupakan tanggungannya sehingga apabila ia 
membiarkan barang yang disewanya setelah 
diterima tanpa ia manfaatkan, maka manfaat barang 
yang tidak dinikmatinya adalah jelas 
tanggungannya. Ia wajib membayar uang sewa 
kepada orang yang menyewakan.
30
 
Jika dilihat dari sisi objektifitas dalam 
melaksanakan akad dapat dibagi menjadi tujuh, antara 
lain: 
1. Al-Tamlik adalah akad yang bertujuan untuk 
memiliki baik hartanya maupun manfaatnya. 
2. Al-Isqat adalah akad yang dimaksudkan untuk 
menggugurkan suatu hak baik dengan bayaran atau 
tanpa bayaran. 
3. Al-Itlaqat adalah suatu akad yang dilakukan dengan 
memberi kuasa kepada orang lain untuk melakukan 
suatu kerja. 
4. Al-Taqyidat yaitu suatu akad yang dilakukan untuk 
melarang seseorang dalam melakukan tindakan 
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5. Al-Tawthiqat yaitu akad suatu jaminan bagi orang 
yang berhutang maupun berpiutang atas hartanya, 
seperti hiwalah, kafalah dan rahn. 
6. Al-Isytirak yaitu suatu akad kerjasama dalam suatu 
kontrak kerja yang diatur menyangkut rugi dan 
untung seperti pada akad mudharabah. 
7. Al-Hifz yaitu akad pemeliharaan terhadap harta 




Akad jika dilihat dari segi waktu antara lain: 
1. Akad fauriyah yaitu suatu akad yang 
pelaksanaannya tidak memerlukan waktu yang 
lama, seperti jual beli, shulh dan hibah. 
2. Akad al-Mustamirah yaitu suatu akad memerlukan 
waktu bagi pelaksanannya dan bersifat mendasar 
seperti akad ijarah, wakalah dan syirkah.32 
Jika dilihat dari kemandirian akad berdasarkan efeknya, 
antara lain: 
1. Akad Munjiz yaitu seuatu akad yang dibuat dengan 
tidak menggantungkan suatu lafazh dengan 
sembarang syarat dan pelaksanaannya tidak 
digantungkan ke masa depan, akad ini telah 
langsung berlaku apabila syarat dan rukunnya 
terpenuhi. 
2. Akad Mudaf  yaitu bentuk akad yang disandarkan ke 
masa depan dalam akad penerimaannya, seperti 
akad ijarah. 
3. Akad mu‟allaq yaitu suatu akad yang dibuat pada 
masa berlakunya dan dibuat tergantung kepada 
urusan lain. Contohnya kalau saya berangkat besok 
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Menurut tujuannya akad dibagi menjadi: 
1. Akad Tabarru‟, adalah segala macam perjanjian yang 
menyangkut transaksi yang tidak mengejar 
keuntungan (non profit transaction). Akad tabarru‟ 
dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam 
rangka berbuat keaikan, sehingga pihak yang berbuat 
kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan 
apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad 
tabarru‟ adalah dari Allah, bukan dari manusia. 
Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan 
tersebut boleh meminta kepada rekan transaksinya 
untuk sekedar menutupi biaya yang dikeluarkannya 
untuk dapat melakukan akad, tanpa mengambil laba 
dari tabarru‟ tersebut. 
2. Akad Tijarah, yaitu perjanian yang menyangkut 
transaksi yang mengejar keuntungan (profit 
orientation). Akad ini dilakukan dengan tujuan 
mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil. Hal 
ini didasarkan atas kaidah bisnis, bahwa bisnis adalah 




5. Prinsip-Prinsip Akad 
Prinsip akad merupakan aturan-aturan atau norma 
dasar yang harus ada pada setiap transaksi yang dilakukan. 
Hubungan antara manusia sebagai hamba Allah tanpa 
merinci agama yang dianut memberikan suatu prinsip 
universal ajaran Islam. Karena itu dalam setiap akad yang 
dilakukan tidak menempatkan persoalan kepercayaan, 
kebangsaan atau lainnya dalam melakukan hubungan 
kehidupan. Setiap transaksi yang dijalankan harus ada 
maslahat di dalamnya. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: 
a. Prinsip Keadilan 
Keadilan merupakan nilai yang menjadi 
pedoman dasar dalam setiap melakukan akad. Konsep 
keadilan dalam transaksi adalah setiap transaksi harus 
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seusai dengan garis ajaran Islam. Salah satunya 
adalah akad yang dilakukan tidak dilarang oleh 
syariat seperti melakukan penipuan, pemaksaan 
merupakan langkah melawan keadilan tuhan, 
meskipun para pihak sepakat untuk melakukan. 
Berkaitan dengan konsep adil tersebut, dalam 
melakukan akad terformulasi dalam beberapa konsep 
untuk mewujudkannya. Seperti dalam setiap transaksi 
yang dilakukan apabila bersifat tangguh harus ditulis 
sesuai dengan ajaran al-Qur‟an. Selain itu akad yang 
dilakukan harus ada saksi yang menyaksikannya. 
Konsep ini merupakan suatu implementasi ajaran 
Islam agar tidak terjadi suatu pertengkaran atau 
perselisihan. 
b. Prinsip al-Musawwah 
Persamaan (al-Musawwah) merupakan konsep 
persaudaraan universal dalam ajaran Islam. 
Melaksanakan suatu akad tidak mengenal 
diskriminasi, dengan siapa pun akad dapat 
dilaksanakan asal memenuhi kriteria yang sesuai 
dengan ajaran Islam. Jika dalam akad melakukan 
diskriminasi berarti hal tersebut melawan keadilan 
tuhan. 
c. Prinsip Kerelaan 
Prinsip kerelaan merupakan salah satu acuan 
dasar melakukan akad dalam Islam. Kerelaan 
diformulasikan oleh ulama dengan jabat tangan dapat 
dilakukan bila kedua pihak bertemu. Dengan adanya 
konsep kerelaan berarti Islam mengenal azaz 
transparansi karena para pihak mempunyai posisi 





                                                             




6. Akibat Hukum Akad dan Berakhirnya Akad 
Berakhirnya akad dapat disebabakan oleh dua hal 
yaitu sebagai berikut: 
a. Berakhirnya akad karena fasakh, Maksudnya adalah 
melepaskan perikatan kontrak atau menghilangkan atau 
menghapuskan hukum kontrak secara total seakan-akan 
kontrak tidak pernah terjadi. Fasakh itu terjadi karena 
hal-hal berikut: 
1) Akad yang tidak lazim (Jaiz), yaitu akad yang 
memungkinkan pihak-pihak untuk membatalkan 
akad walaupun tanpa persetujuan pihak akad yang 
lain, selama tidak terikat hak orang lain. Tetapi 
jika pembatalan ini merugikan pihak lain (mitra 
akad) dan melanggar kesepakatan, maka tidak 
boleh di fasakh. 
2) Khiyar, bagi pihak akad yang memiliki hak khiyar 
baik khiyar syarat, khiyar „aib, khiyar ru‟yah 
maupun lainnya itu bisa memilih antara 
melanjutkan akad atau membatalkan akad. jika 
pilihannnya adalah membatalkan akad, maka 
akadnya telah fasakh. 
3) Iqalah, yaitu kesepakatan bersama antara dua 
belah pihak yang berakad unutuk memutuskan 
akad yang telah disepakati. Biasanya iqalah 
dialakukan karena salah satu pihak menyesal dan 
ingin mencabut kembali kontrak yang telah 
dilakukannya. 
4) Uyub Ridha (Cacat Ridha), akad juga bisa di 
fasakh jika salah satu pihak tidak ridha, seperti 
ketika terjadi tadlis, ghoban, galath. Maka pihak 
yang dirugikan itu memiliki hak untuk mem-
fasakh akad atau melanjutkannya. Jika yang dipilih 




b. Berakhirnya akad karena infisakh, yakni putus dengan 
sendirinya (dinyatakan putus, putus demi hukum). 
Sebuah kontrak dinyatakan putus apabila isi kontrak 
tidak mungkin dapat dilaksanakan (istihalah al-tanfidz) 
disebabkan afat samawiyah (force majeure). Infasikh 
terjadi karena beberapa hal yaitu sebagai berikut: 
1) Selesai masa kontrak, jadi waktu yang ditentukan 
tersebut berakhir atau tujuan aadnya tercapai, maka 
akad itu dengan sendirinya berakhir. 
2) Kontrak tidak mungkin dilanjutkan, seperti objek 
jual beli rusak di tangan penjual sebelum diserahkan 
kepada pembeli. Maka jika akad tidak mungkin lagi 
dilanjutkan, maka akad itu dengan sendirinya 
berakhir. 
3) Pelaku akad meninggal, jika salah satu atau pihak-
pihak akad meninggal, maka akad itu dengan 
sendirinya berakhir. 
4) Akad yang fasid, bisa di fasakh oleh kedua belah 
pihak akad atau oleh pengadilan untuk menghindari 
fasid  dalam akad.36 
c. Berakhirnya akad karena tidak ada izin untuk akad 
mauquf.37 
Adapun akibat hukum yang timbul karena akad 
yaitu sebagai berikut: 
1) Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih 
di dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu. 
2) Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu 
ikatan perjanjian, karena telah di atur secara syar‟i. 
3) Akad merupakan “payung hukum” di dalam 





                                                             
36 Oni Sahroni, M. Hassanuddin, Fikih Muamalah, (Depok: PT 
RajaGrafindo Persada, 2017), 186-192. 
37 Rozalinda,Fikih Ekonomi Syariah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 
2016), 62. 




B. Upah (Ujrah) 
1. Pengertian Upah (Ujrah) 
Definisi yang digunakan pada istilah ajr, ujrah, dan 
ijarah. Kata araja-hu dan ajara-hu digunakan apabila 
seseorang memberikan imbalan atas orang lain, istilah ini 
hanya digunakan pada hal-hal positif bukan pada hal-hal 
negatif. Kata al-ajr (pahala) umumnya digunakan untuk 
balasan di akhirat, sebaliknya kata ujrah (upah sewa) 
digunakan buat balasan di dunia.
39
 
Dalam masalah pengupahan, Islam 
menempatkan suatu pembahasan dalam kitab fiqh 
yang terdapat dalam bab ijarah, Secara bahasa ijarah 
dan ujrah mempunyai makna upah, sewa jasa atau 
imbalan.
40
 Transaksi ijarah merupakan salah satu 
bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan oleh 
manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dilihat 
dari objeknya ijarah terbagi menjadi dua yaitu ijarah 
terhadap benda atau sewa-menyewa, misalnya sewa 
menyewa rumah, kendaraan dan lain-lain dan ijarah 
terhadap pekerjaan atau upah mengupah yang 
mempekerjakan seseorang untuk melakukan pekerjaan 
misalnya tukang batu buruh bangunan dan lain-lain.
41
 
Upah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 
merupakan uang serta sebagainya, yang dibayarkan selaku 
balasan jasa ataupun selaku pembayaran tenaga yang telah 
dikerjakan untuk mengerjakan suatu semacam pendapatan 
yang bisa disebut gaji.
42
 Sedangkan upah dalam Islam 
adalah sebuah bentuk kompensasi atau apresiasi atau jasa 
yang telah diberikan oleh tenaga kerja atau bisa disebut 
                                                             
39 A. Riawan Amin, Buku Pintar Transaksi Syari‟ah (Menjalankan Kerja 
Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Panduan Islam), (Jakarta 
Selatan: Hikmah (PT Mizan Publika), 2010), 145. 
40 Muhammad Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: PT. Hidakarya 
Agung, 1989), 34. 
41 M Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh 
Muamalah), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 158. 
42 W. J. S. Poerwadani, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Ed. III, cet. 3, 
(Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 1345. 
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sebagai balasan karena telah menyelesaikan pekerjaan 
yang diberikan oleh pihak yang mempekerjakan.  
Pengertian upah-mengupah adalah mengambil 
manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti 
atau imbalan menurut syarat-syarat tertentu. Dengan 
demikian, yang dimaksud upah adalah memberikan 
imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah 
diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu 




Hal itu sebagaimana dalam Firman Allah SWT. Q.S Al-
Maidah: 105:  
                       
                       
“Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu; 
Tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudharat 
kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya 
kepada Allah kamu kembali semuanya, Maka Dia akan 
menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.”  
Upah adalah sejumlah uang yang dibayar oleh orang 
yang memberikan pekerjaan kepada seseorang pekerja atas 
jasanya sesuai perjanjian.
44
 Dari pengertian tersebut dapat 
dipahami bahwa upah adalah harga yang dibayar kepada 
pekerja atas jasanya dalam bidang produksi atau faktor 
produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas 
jasanya dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga 
yang dibayar atas jasa dalam produksi. 
Dalam masalah pengupahan, Islam menempatkan 
suatu pembahasan dalam kitab fiqh yang terdapat dalam 
bab Ijarah, secara bahasa ijarah dan ujrah mempunyai 
                                                             
43 A Khumedi Ja‟far, Hukum Perdata Islam Indonesia (Aspek Hukum 
Keluarga dan Bisnis), (Surabaya: Gemilang, 2019), 137. 
44 Al-faruz Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 2, (Jakarta: Dana Bukti 




Makna upah, sewa jasa atau imbalan. Transaksi ijarah 
merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang 
banyak dilakukan oleh manusia untuk memenuhi 
kebutuhan hidupnya. Berdasarkan objeknya terbagi 
menjadi dua yaitu ijarah terhadap benda atau sewa-
menyewa, misalnya sewa menyewa rumah, 
kendaraan dan lain-lain dan ijarah terhadap pekerjaan 
atau upah mengupah yang mempekerjakan seseorang 




Dalam terminologi fiqih muamalah, kompensasi 
dalam transaksi antara barang dengan uang disebut tsaman 
atau harga, sedangkan transaksi uang dengan tenaga kerja 
manusia disebut upah.46 Menurut Hasbi Ash-Ashidiqie 
Sebagaimana yang telah dikutip oleh Hendi Suhendi, 
ijarah adalah akad yang objeknya ialah penukaran 
manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat 
dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat menurut 
Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat 




Penetapan upah untuk tenaga kerja mesti 
mencerminkan keadilan, serta memikirkan berbagai aspek 
kehidupan, sehingga pemikiran Islam tentang hak tenaga 
kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Upah yang 
diberikan kepada seorang wajib sebanding dengan 
kegiatan-kegiatan yang sudah dikerjakan, sepatutnya pula 
cukup berguna untuk pemenuhan kebutuhan hidup yang 
normal. Pemberian upah hendaknya berdasarkan akad 
(kontrak) perjanjian kerja. Karena akan menimbulkan 
hubungan kerja sama antara penyedia jasa dengan 
                                                             
45 Hasan Syadily, Ensiklopedia Indonesia, (Jakarta: Ichtiar Baru, 1984), 
158. 
46 Hendri Anton, Pengantar Ekonomi Mikro Islam, (Yogyakarta: 
Ekonomi, 2003), 224. 
47 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002), 
115. 
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pengguna jasa yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-
masing pihak. Hak dari pihak yang satu merupakan suatu 
kewajiban bagi pihak lainnya, adanya kewajiban yang 
utama bagi pengguna jasa adalah membayar upah. 
 
2. Dasar Hukum Upah (Ujrah) 
Dasar hukum Upah, ulama fiqih membolehkan akad 
dalam upah mengupah dengan dalil Al-Quran, Sunnah dan 
Ijma. 
a. Al-Quran 
1) Q.S Al-Qashas (28): 26-27 disebutkan :  
              
                   
                      
                
“Maka Luth membenarkan (kenabian)nya. dan 
berkatalah Ibrahim: "Sesungguhnya aku akan 
berpindah ke (tempat yang diperintahkan) 
Tuhanku (kepadaku); Sesungguhnya Dialah yang 
Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan Kami 
anugrahkan kepda Ibrahim, Ishak dan Ya'qub, 
dan Kami jadikan kenabian dan Al kitab pada 
keturunannya, dan Kami berikan kepadanya 
balasannya di dunia; dan Sesungguhnya Dia di 
akhirat, benar-benar Termasuk orang-orang 
yang saleh.”  
Ayat ini terdapat pernyataan seorang anak 
yang diucapkan kepada ayahnya untuk 
menggambil seorang untuk bekerja dan 




sesuai dengan ketentuan waktu dan manfaat yang 
didapat diterima oleh ayat tersebut. 
2) Q.S Al-Baqarah (2): 233 disebutkan:  
                   
                  
                          
                   
                 
                    
                        
                      
“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya 
selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin 
menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban 
ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para 
ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak 
dibebani melainkan menurut kadar 
kesanggupannya. janganlah seorang ibu 
menderita kesengsaraan karena anaknya dan 
seorang ayah karena anaknya, dan warispun 
berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin 
menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan 
keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada 
dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu 
disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa 
bagimu apabila kamu memberikan pembayaran 
menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada 
36 
Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat 
apa yang kamu kerjakan.” 
 
Ayat di atas menarangkan jika dalam 
membayar upah kepada pekerja wajib sesuai 
dengan apa yang sudah mereka kerjakan serta 
sesuai dengan syarat yang sudah disepakati. Bila 
kamu menghendaki supaya bayi-bayi diserahkan 
kepada wanita- wanita yang bersedia menyusui, 
hingga hal ini boleh dilakukan. Namun kamu 
wajib berikan upah yang sepantasnya kepada 
mereka, apabila upah diberikan tidak cocok 
sehingga akadnya jadi tidak sah, pemberian 
pekerjaan sebaiknya tidak curang dalam 
pembayaran upah harus sesuai serta jelas supaya 
tidak salah satu pihak yang dirugikan dari kedua 
belah pihak. 
3) Q.S At-Thalaq (65): 6 disebutkan  
             
                
                    
              
               
“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana 
kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu 
dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk 
menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka 
(isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang 
hamil, Maka berikanlah kepada mereka 




jika mereka menyusukan (anak-anak)mu 
untukmu Maka berikanlah kepada mereka 
upahnya, dan musyawarahkanlah di antara 
kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika 
kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain 
boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” 
 
Ayat di atas menjelaskan kebolehan 
menyusukan anak orang lain, jasa yang telah 
diberikan seseorang kepada orang lain hendaklah 
memberikan upah atau bayaran sebagai imbalan 
kepada orang yang memberikan jasa. 
b. Hadis  
Selain ayat Al-Qur‟an di atas ada beberapa 
hadist yang menjelaskan tentang upah, hadist 
Rasulullah SAW menjelaskan:  
َسهََّى أَْعطُٕا  َٔ  ِّ ْٛ ُ َعهَ ِ َصهَّٗ هللاَّ َز قَاَل قَاَل َرُسُٕل هللاَّ ًَ ٍِ ُع ِ ْب ٍْ َعْبِذ هللاَّ َع
ٌْ َٚجِ  فَّ َعَزقُُّ. )رٔاِ إبٍ ياجت ٔانطبزاَٙ(اْۡلَِجَٛز أَْجَزُِ قَْبَم أَ
48
 
“Dari Ibnu Umar, ia berkata: Sesungguhnya 
Rasulullah saw bersabda: berikanlah upahnya 
buruh sebelum kering keringatnya.”(HR. Ibn Majah 
dan at-Thabrani) 
 
 َٔ  ِّ ْٛ َّٗ هللّاُ َعهَ َّٗ َصه ٌَّ ااََّبِ ُُّْ اَ  َٗ انهَّهُّ َع َٖ َرِظ ٍْٛذ اُخْذِر ْٗ َسِع ٌْ اَبِ َء َٔ




“Dari Abu Sa‟id Al Khudri RA. Bahwasanya Nabi 
SAW bersabda,:baranng siapa memperkerjakan 
pekerja maka tentukanlah upahnya” (H.R 
Abdurrazaq) 
c. Ijma 
Ijma ialah sumber hukum yang ketiga. ijma 
ialah seluruh umat bersepakat, tidak terdapat 
                                                             
48 Al-Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, Terjemah Bulughul Maram, Cet Ke 
1, ( Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 361. 
49 Ibid, 362. 
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seseorang ulama yang membantah kesepakatan 
(ijma). Perbandingan pendapat yang besar digolongan 
pakar ekonomi mengenai seberapa upah seorang 
pekerja wajib diterima maupun bagaimana upah 
tersebut ditetapkan, sebagian pakar berkata upah 
ditetapkan bersumber pada tingkatan kebutuhan 
hidup, lainya menetapkan bersumber pada syarat 
Produktifitas Marginal.50 Pembayaran upah 
merupakan sesuatu kewajiban yang wajib diberikan 
oleh orang yang berikan pekerjaan. Upah merupakan 
hak pekerja untuk menerima imbalan setelah 
pekerjaan yang dikerjakan selesai. 
 
3. Rukun dan Syarat Upah (Ujrah) 
a. Rukun Upah (Ujrah) 
Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk 
sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena 
adanya unsur-unsur tersebut yang 
membentuknya. Misalnya rumah, terbentuk 
karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, 
yaitu fondasi, Tiang, lantai dinding atap dan 
seterusnya. Dalam konsep Islam, unsur-unsur yang 
membentu sesuatu itu disebut rukun.
51 
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1) Sight Ijaroh ialah Ijab serta Qobul berbentuk 
pernyataan dari kedua belah pihak yang ber-akad 
(berkontrak) baik secara verbal ataupun dalam 
wujud yang lain. 
                                                             
50 Afzalul Rahman, “Doktrin Ekonomi Islam,” (Yogyakarta: Dana Bhakti 
Wakaf, 1995), 362. 
51 Samsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari‟ah: Studi tentang Teori Akad 
Dalam Fiqih Muamalat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 117 
52 Imam Mustofa, “Fiqih Muamalah Kontemporer”, (Jakarta: PT Raja 




2) Pihak-pihak yang berakad, terdiri dari pemberi 
sewa/pemberi jasa serta penyewa/pengguna jasa. 
3) Objek akad ijarah ialah: manfaat benda serta 
sewa, manfaat jasa serta upah. 
Menurut ulama Hanafiyah rukun sewa 
menyewa ada dua yaitu Ijab dan qobul. Hal ini 
disebabkan para ulama Hanafiyah mempunyai 
pendapat tersendiri tentang rukun. Mereka 
beranggapan yang dimaksud dengan rukun adalah 
sesuatu yang berkaitan dengan sahnya suatu 
transaksi, yang dalam hal ini adalah akad sewa-
menyewa itu sendiri. Adapun menurut jumhur ulama, 
hukum ujrah ada 4 yaitu:53 
1. A‟qid (orang yang berakad) 
Aqid yaitu orang yang melakukan akad sewa-
menyewa atau upah mengupah. Orang yang 
memberikan upah dan menyewakan disebut 
Mu‟ajjir dan orang yang menerima upah untuk 
melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu 
disebut Musta‟jir. 
2. Sighat 
Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut 
sighat akad (sighatul-‟aqd), terdiri atas ijab 
dan qobul. Dalam Hukum Perjanjian Islam Ijab 
dan qobul dapat terjadi melalui:  
a. Ucapan,  
b. Utusan dan tulisan,  
c. Isyarat,  
d. Secara diam-diam, dan  
e. dengan diam semata. 
3. Upah (Ujroh) 
Ujroh disyaratkan diketahui jumlah oleh kedua 
belah pihak, baik itu dalam hal sewa-
                                                             
53 Anwar, Hukum Perjanjian Syari‟ah: Studi tentang Teori Akad Dalam 
Fiqih Muamalat, 95. 
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menyewa ataupun dalam hal upah 
mengupah. 
4. Manfaat 
Untuk mengontrol seorang musta‟jir harus 
ditentukan bentuk, kerjanya, waktu, upah, serta 
tenaganya. Oleh karena itu jenis pekerjaan 
yang harus dijelaskan, sehingga tidak 
kabur. karena transaksi upah yang masih kabur 
hukumnya adalah fasid (rusak). 
b. Syarat Upah (Ujrah) 
Ketentuan Ujrah Ketentuan dalam upah serta 
sewa sama dengan ketentuan dalam “harga” dalam 
jual beli sebab pada hakikatnya, upah sewa ini 
merupakan harga dari manfaat yang dipahami dengan 
akad sewa (ijaroh). Ada pula syarat- syaratnya 
merupakan sebagai berikut: 
1) Upah wajib dilakukan dengan cara-cara 
musyawarah serta konsultasi terbuka, sehingga 
bisa terwujudkan didalam diri tiap orang pelaku 
ekonomi, rasa kewajiban moral yang besar serta 




2) Upah (harga yang dibayarkan) wajib suci (bukan 
barang najis). Akad sewa (ijarah) tidak sah 
apabila upah bayarannya merupakan anjing, 
babi, kulit bangkai yang belum disamak maupun 
khamar seluruhnya termasuk dalam benda-benda 
najis; 
3) Upah harus bisa dimanfaatkan. Sesuatu yang 
tidak bisa dimanfaatkan tidak sah dijadikan upah, 
baik sebab hina (menjijikkan) ataupun berisiko, 
semacam binatang-binatang buas, ataupun 
karena diharamkan penggunaannya secara 
syariat, semacam alat-alat game (yang 
                                                             
54 Mas‟adi, Fiqh Muamalah Konstektual, (Jakarta: PT Raja Grafindo 




melalaikan), serta gambar-gambar. Manfaat yang 




4) Upah wajib bisa diserahkan, oleh karena itu tidak 
boleh mengupah dengan burung yang masih 
terbang di awan ataupun ikan yang masih 
terdapat di air. Serta tidak boleh mengupah 
dengan harta yang telah dirampok (ghasab), 
kecuali upah diberikan kepada orang yang 




5) Upah wajib berbeda dengan tipe objeknya. 
Apabila mengupah sesuatu pekerjaan dengan 
pekerjaan yang sama sehingga hukumnya tidak 
sah sebab bisa membawakan 40 praktek riba. 
Semacam memperkerjakan buruh bangunan serta 
upahnya berbentuk bahan bangunan ataupun 
rumah. 
6) Upah perjanjian persewaan sebaiknya tidak 
berbentuk manfaat dari jenis suatu yang 
dijadikan perjanjian. Serta tidak sah membantu 
seorang dengan upah menolong orang lain. 
Permasalahan tersebut tidak sah sebab 
persamaan jenis manfaat. Sehingga masing-
masing itu berkewajiban menghasilkan upah 







                                                             
55 Mustofa, Al-Bugha, Fiqh Al-Mu‟awadhah. (Fakhri Ghafur, 
Penerjemah). Buku Pintar Transaksi Syariah: Menjalin kerja sama bisnis dan 
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Publika, 2009), 159-161. 
56 Sabiq, S, Fikih Sunnah 13, cet.8, (Bandung: Alma‟arif, 1998), 19. 
57 Az-Zuhaili, W, Fiqih Islam wa Adillatuhu jilid 7, (Jakarta: Gema 
Insani, 2011), 391. 
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4. Macam-Macam Upah (Ujrah) 
Dalam ilmu ekonomi ataupun fiqih muamalah, 
dikenal beberapa jenis pengupahan. Adapun macam-
macam pengupahan adalah sebagai berikut : 
a. Upah borongan 
Upah borongan merupakan jenis pengupahan yang 
didasarkan pada banyaknya hasil dari sebuah 
kerjaan yang sedang atau akan dikerjakan. Upah 
borongan juga tidak tergantung pada waktu atau 
berapa lama seseorang menyelesaikan pekerjaan 
tersebut . Dalam fiqih muamalah biasanya dikenal 
dengan akad ijarah atau ju‟alah yang diambil dari 
kata ja‟la, yaj‟alu,-ja‟alah yang bermakna 
mengadakan atau menjadikan. Sedangkan secara 
istilah, menurut 4 Imam Mazhab yang dimaksud 
dengan ju‟alah adalah sebuah imbalan atau upah 
terhadap suatu manfaat yang diberikan kepada 
seseorang berdasarkan hasil. Contohnya Ketika 
seseorang bekerja yang membuat sumur, maka upah 
akan diberikan setelah ditemukannya sumber mata 
air dalam pembuatan sumur tersebut.
58
 Adapun 
sumber hukum atau dalil-dalil tersebut adalah 
sebagai berikut, Q.S Yusuf ayat 72: 
                  
    
“Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan 
piala Raja, dan siapa yang dapat 
mengembalikannya akan memperoleh bahan 
makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin 
terhadapnya.”  
                                                             





Dari penjelasan Surat Yusuf ayat 72 
jelas terlihat bahwa pekerjaan disini dinilai dari 
hasil kerja yang dilakukan, yaitu 
mengembalikan piala raja yang hilang. Sehingga 
dengan demikian, berarti pengubahan atau upah 
dimulai dari hasil pekerjaan. Sebab apabila dia 
telah bekerja memperoleh ialah Raja tetapi dia tidak 
dapat menemukannya, maka ia tidak akan mendapat 
upah sama sekali.
 
Selain itu, para ulama telah 
bersepakat tentang kebolehan akad ju‟alah karena 
diperlukan untuk mengatur suatu pekerjaan yang 
tidak sanggup dikerjakan dan tidak ada orang 
yang mau atau bisa membantu secara sukarela. 
Dan pekerjaan itu tidak bisa diselesaikan dengan 
hanya menggunakan akad ijarah karena tidak 
jelas batas pekerjaan karena di dalam kerja 
borongan tidak adanya batas waktu dan 
sebagainya. Oleh karena itu, yang boleh 
dilakukan adalah menggunakan akad jua‟lah.59 
b. Upah Harian 
Upah harian adalah upah yang diberikan 
berdasarkan waktu, yang mana biasanya mereka 
bekerja dari pagi sampai sore. Upah harian lebih 
banyak digunakan pada bidang pertanian yaitu buruh 
tani.
60 
c. Upah Bulanan 
Upah bulanan merupakan suatu imbalan atau 
kompensasi yang diberikan kepada seseorang 





                                                             
59 Ibid.,149. 
60 Nasroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet.I, 2000), 
229. 
61 Ibrahim Lubis, Ekonomi Islam Suatu Pengantar II, (Jakarta: Radar Jaya 
Offset, 2011), 111. 
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Fiqih mu‟amalah mengklasifikasikan upah menjadi dua, 
yaitu: 
a. Upah yang telah disebut (ajrun musamma) adalah 
upah yang sudah disebutkan itu syaratnya ketika 
disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah 
pihak yang berakad. 
b. Upah yang sepadan (Ajrun mitsli) adalah upah yang 
sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan 
kondisi pekerjaannya (profesi kerja). 
Adapun pada awalnya jenis upah terbatas dalam 
beberapa jenis saja, tetapi setelah terjadi perkembangan 




a. Upah mengajarkan al-Qur‟an 
Pada saat ini para fuqaha menyatakan bahwa 
boleh mengambil upah dari mengajar al-qur'an dan 
ilmu-ilmu Syariah lainnya, karena para guru 
membutuhkan menunjang kehidupan mereka dan 
kehidupan orang-orang yang berada dalam tanggungan 
mereka. Dan waktu mereka juga tercipta untuk 
kepentingan pengajaran Al-quran dan ilmu-ilmu 
Syariah tersebut, maka dari itu diperbolehkan 
memberikan kepada mereka sesuatu imbalan dari 
pelajaran ini. 
b. Upah sewa menyewa tanah 
Dibolehkan menyewakan tanah dan disyaratkan 
menjelaskan kegunaan tanah yang disewakan, 
jenis apa yang ditanami di tanah tersebut, kecuali 
jika orang yang menyewakan mengijinkan ditanami 
apa saja yang dinyatakan fasid (tidak sah).63 
c. Upah sewa menyewa kendaraan 
Boleh menyewakan kendaraan, baik hewan atau 
kendaraan lainnya. Dengan syarat dijelaskan 
tempo waktunya atau tempatnya. Disyaratkan pula 
                                                             
62 Sayyid Sabiq, Fiqh Al-Sunnah, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 22. 




kegunaannya penyewaan untuk mengangkut barang 
atau ditunggangi, apa yang diangkut dan siapa yang 
menunggangi. 
d. Upah sewa menyewa rumah 
Menyewakan rumah adalah untuk tempat 
tinggal oleh penyewa, atau penyewa menyuruh 
orang lain untuk menempatinya dengan cara 
meminjamkan atau menyewakan kembali, 
diperbolehkan dengan syarat pihak penyewa 
tidak merusak bangunan yang disewanya. Selain 
itu pihak penyewa mempunyai kewajiban untuk 
memelihara rumah tersebut, Sesuai dengan kebiasaan 
yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. 
e. Upah menyusui anak 
Ukuran sudah disebutkan bahwa diperbolehkan 
memberikan upah bagi orang yang menyusui 
anak, sebagaimana yang tercantum dalam surat 
Al Baqarah ayat 233: 
                    
                      
                        
                      
                  
                     
                             
   
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“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya 
selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin 
menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah 
memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu 
dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani 
melainkan menurut kadar kesanggupannya. 
janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan 
karena anaknya dan seorang ayah karena 
anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. 
apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua 
tahun) dengan kerelaan keduanya dan 
permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas 
keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan 
oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu 
apabila kamu memberikan pembayaran menurut 
yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan 
ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang 
kamu kerjakan.” 
f. Perburuhan 
Selain sewa menyewa barang, sebagaimana 
yang telah diutarakan di atas, maka ada pula 
persewaan tenaga yang lazim disebutkan 
perburuhan. Guru adalah orang yang 
menyewakan tenaganya kepada orang lain untuk 
dikerjakan berdasarkan kemampuannya dalam 
suatu pekerjaan. 
 
5. Prinsip-Prinsip Upah (Ujrah) 
Dalam menyelesaikan suatu permasalahan pada 
prinsip pengupahan, agama Islam mengenal beberapa 
prinsip yang harus diperhatikan dalam memberikan 
upah. Adapun prinsip-prinsip pengupahan baik dalam 







a. Prinsip Keadilan 
Sudah selayaknya seorang pengusaha untuk 
memberikan upah yang adil. Oleh karena itu, 
seorang buruh berhak menuntut upah kerja yang 
seimbang dan tanpa harus mengintimidasi atau 
merugikan pihak lain.
64 Sebagaimana terdapat dalam 
surat Al-Maidah ayat 1: 
                        
                   
             
“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-
akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, 
kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang 
demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu 
ketika kamu sedang mengerjakan haji. 
Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum 
menurut yang dikehendaki-Nya.”  
 
Dalil di atas menjelaskan bahwa prinsip 
utama dalam pengubahan adalah prinsip keadilan 
yang dimana terletak pada kejelasan akad. 
Sehingga pada saat melakukan suatu perjanjian 
kerja, selayaknya seorang mu'jir ataupun 
musta'jir harus mengetahui besaran upah dan tata 
cara pembayaran upahnya.
 
Sehingga dapat dipahami bahwa dalam 
Islam sangat
 
menjunjung tinggi nilai-nilai atau 
prinsip keadilan dalam segala
 
bentuk kegiatan 
muamalah, seperti menghindari segala bentuk
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praktik yang mengandung unsur gharar atau riba. 
Sebagaimana di dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 188: 
                 
                    
       
“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta 
sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan 
yang bathil dan (janganlah) kamu membawa 
(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu 
dapat memakan sebahagian daripada harta benda 
orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal 
kamu mengetahui.” 
b. Prinsip Kelayakan 
Sudah seharusnya upah kerja diberikan secara 
layak, yaitu memenuhi kebutuhan hidup minimum 
secara layak. Oleh karena itu, penting menerapkan 
prinsip kelayakan dalam pengupahan. Adapun 
kata layak di sini bermakna sebagai berikut:
65
 
1) Bermakna mampu mencukupi kebutuhan 
sedang, pangan, dan papan. Konsep ini 
merupakan sebuah konsep yang sudah ada 
sejak 14 abad yang lalu, dimana para 
pengusaha Arab sering kali memperhatikan 
kehidupan karyawan mereka di luar 
lingkungan kerjanya. 
2) Bermakna sesuai dengan pasaran, yaitu 
seorang pengusaha maupun buruh dilarang 
untuk merugikan orang lain, yaitu dengan 
cara mengurangi hak orang lain. Contohnya 
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memberi upah jauh di bawah yang biasanya 
diberikan. 
c. Prinsip Kebijakan 
Dalam sebuah perjanjian, kedua belah pihak harus 
bersikap jujur dan adil dalam semua urusan (bijak). 
Hal tersebut merupakan sebuah bentuk upaya untuk 
menjauhkan dari perbuatan aniaya dan merugikan 
kedua belah pihak. Oleh karena itu untuk 
mempertahankan suatu upah pada standar 
minimum, Islam telah memberikan kebebasan 
sepenuhnya dalam mobilitas tenaga kerja sesuai 
dengan perjanjian yang telah disepakati (akad). 
Kata bebas disini adalah baik pengusaha maupun 
buruh bebas untuk mencari penghidupan dimana 
saja dengan tidak memaksa buruh untuk bekerja 
pada suatu perusahaan tertentu saja, melainkan 





6. Sistem Pengupahan 
Sistem penentuan besaran upah atau pengupahan 
dapat ditetapkan dengan beberapa cara seperti 
perundingan, bergantung kepada persetujuan kolektif, 
boleh diberlakukan berdasarkan kebiasaan praktik pada 
sebuah perusahaan, atau ditetapkan berdasarkan kombinasi 
dari cara-cara tersebut, hal tersebut sesuai dengan pasal 
1313 KUH Perdata yang mana apabila kedua belah 
pihak tidak menemui kata sepakat baik secara lisan 
maupun tulisan tentunya perjanjian dan pengupahan 
tersebut tidak sah dan tidak mengikat para pihak.
67 
Sedangkan menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 
tentang ketenagakerjaan pasal 88 ayat 2 menjelaskan 
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bahwa sistem pengupahan di Indonesia memperhatikan 
pada beberapa prinsip dalam pengupahan, seperti prinsip 
kebijaksanaan yang bertujuan untuk melindungi para 
pekerja atau buruh. Adapun upah yang dimaksud 
adalah upah minimum upah kerja lembur, upah tidak 
masuk kerja karena berhalangan atau melakukan 
kegiatan di luar pekerjaan, upah menjalankan hak 
waktu istirahat, upah untuk membayar pesangon dan upah 
perhitungan pajak penghasilan.
68 
Pemerintah telah menetapkan besaran upah 
minimum dengan merujuk pada undang-undang 
ketenagakerjaan yang menjalani yang menjelaskan 
bahwa upah minimum diberikan berdasarkan kebutuhan 
hidup layak dan dengan memerintahkan produktivitas dan 
pertumbuhan ekonomi.
 
Pencapaian kebutuhan hidup yang layak telah 
diatur dalam keputusan Menteri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi N. Kep-226/Men/2000 Tentang besaran 
dan atau kelayakan upah minimum yaitu seorang 
pengusaha dilarang atau tidak diperkenankan untuk 
membayar karyawan atau buruh dengan gaji atau upah 
lebih rendah dari upah minimum regional/provinsi.
69 
Menurut UU Ketenagakerjaan pasal 90 
menjelaskan bahwa pengusaha dilarang untuk 
membayar karyawan dengan gaji lebih rendah dari 
batas minimum bagi pengusaha tidak mampu 
membayar upah minimum dapat melakukan 
penangguhan, dan Adapun tata cara pengupahan yang 
dimaksud adalah sebagai berikut:
 
a. Pengupahan ditetapkan atas kesepakatan antara 
pengusaha dan pekerja atau buruh, yang mana pada 
saat pemberian atau pembayaran upah, upah tidak 
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boleh dibayarkan lebih rendah dari batas minimum 
yang telah diputuskan oleh menteri ataupun undang-
undang yang berlaku. 
b. Kesepakatan sebagaimana yang dimaksud diatas 
dapat batal demi hukum, dan pengusaha wajib 




7. Hak dan Kewajiban Pekerja 
Dalam Al-Quran atau As-Sunnah penjelasan 
mengenai hak para pekerja tidak dijelaskan secara 
tekstual. Walaupun demikian ketentuan-ketentuan secara 
umum yang mengisyaratkan kepada pihak mua‟jir untuk 
memberikan hak dan kewajiban terhadap karyawan atau 
buruhnya. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan oleh 
kedua belah pihak baik buruh maupun majikan. Adapun 
hak dan kewajiban pekerja adalah sebagai berikut: 
a. Hak Pekerja 
1) Kerja berhak menerima atau memperoleh 
pekerjaan sesuai dengan kemampuan atau skill 
pekerja. 
2) Pekerja berhak untuk menerima upah atau 
pembayaran secara terhormat yaitu sesuai 
kesepakatan dan batas minimum 
pembayaran upah, yang mana hak atas upah 
ditekankan pada kehadiran pekerja untuk 
melaksanakan pekerjaan yang telah 
diperjanjikan sedangkan bagi „Ajir musyarak atas 
upah ditekankan pada selesainya pekerjaan 
b. Kewajiban Pekerja 
1) Melaksanakan pekerjaan secara mandiri atau 
berkelompok sesuai dengan kesepakatan yaitu 
akad atau perjanjian 
2) Melaksanakan pekerjaan sesuai waktu yang telah 
ditentukan. 
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3) Melaksanakan pekerjaan dengan tekun cermat 
dan teliti. 
4) Menjaga keselamatan yang dipercayakan 
terhadap pekerjaan. 
5) Mengganti kerugian barang terhadap barang 




8. Upah dalam Ekonomi Syariah 
Suatu aspek kehidupan bisnis dan transaksi, Islam 
mempunyai sistem perekonomian yang berbasiskan 
nilai-nilai dan prinsip-prinsip Syariah yang bersumber 
dari Al-Qur‟an dan hadist. Dalam sistem ekonomi 
Islam saat ini lebih dikenal dengan sistem Syariah.  
Upah adalah merupakan salah satu jalan 
untuk memenuhi hajat manusia.  Oleh sebab itu, para 
ulama menilai bahwa ijarah merupakan suatu hal yang 
boleh dan bahkan kadang-kadang perlu dilakukan. Syarat 
mempercepat upah dan menangguhkan yang sebagian lagi 
sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. 
Perjanjian kerja dalam Syariah Islam 
digolongkan kepada perjanjian sewa-menyewa, yaitu 
ijarah a‟yan, sewa menyewa tenaga manusia untuk 
melakukan pekerjaan.
72
 Syarat dan rukun harus ada 
dalam setiap aktivitas manusia. Ketika suatu aktivitas 
tidak memenuhi syarat dan rukun, maka aktifitas tersebut 
berpengaruh kepada sah tidaknya suatu aktivitas, 
khususnya dalam perkara upah. 
Islam memiliki beberapa ketentuan dalam 
pengupahan yaitu dengan memenuhi syarat-syarat antara 
lain: 
a. Adanya kerelaan kedua belah pihak yang berakad. 
b. Manfaat yang menjadi akad harus diketahui secara 
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sempurna sehingga tidak muncul masalah dikemudian 
hari. 
c. Objek akad itu suatu yang halal atai tidak 
diharamkan. 
Diantara hal terpenting yang ditetapkan Islam 
bagi pekerja adalah mendapatkan upah sebagai 
imabalannya, dimana Islam sangat besar perhatiannya 
tentang masalah upah kerja ini. Tidak ada perbedaan di 
dalam memberikan upah. Adapun sebab terjadinya 
didalam perbedaan upah menurut Afzullar Rahman :
73
 
a. Tenaga Kerja Kasar 
Tenaga kerja kasar disini, para buruh yang tidak 
mempunyai Pendidikan atau keahlian didalam 
melakukan pekerjaannya, sehingga didalam 
melakukan pekerjaannya dengan mengandalkan 
kekuatan tubuh, bukan dengan pikiran. 
b. Tenaga Kerja Terdidik (Terampil) 
Tenaga kerja disini, para buruh yang mempunyai 
Pendidikan yang cukup atau keahlian di dalam 
bekerja, sehingga kesungguhan dan 
kesempurnaan pekerjaan seseorang dengan tenaga 
fisik atau pikiran, kebijaksanaan akan diberi ganjaran 
dalam bentuk peningkatan kemakmuran hidup. 
Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan 
akad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Akad 
dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara 
pekerja dengan pengusaha. Artinya, sebelum pekerja 
dipekerjakan, harus jelas dahulu bagaimana upah yang 
akan diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi 
besarnya upah dan tata cara pembayaran upah.
74
 
Konsep upah yang adil dimaksudkan sebagai 
tingkat upah yang wajib diberikan kepada para pekerja 
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sehingga mereka dapat hidup secara layak ditengah-
tengah masyarakat. Adil dapat bermakna jelas dan 
transparan yang dapat dijamin dengan adanya kejelasan 
akan (perjanjian) serta komitmen untuk memenuhinya 
dari pihak pekerja dan pengusaha. Prinsip keadilan 
dan pengupahan mencerminkan organisasi yang 
dipimpin oleh orang-orang bertaqwa.
75
 Konsep adil ini 
merupakan ciri-ciri organisasi yang bertaqwa. Firman 
Allah dalam Q.S Al-Maidah ayat 8 : 
                     
                     
                        
 
“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi 
orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) 
karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah 
sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, 
mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku 
adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan 
bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha 
mengetahui apa yang kamu kerjakan.”  
 
Sebagian besar pekerja tidak memiliki daya beli 
yang cukup, maka hal itu memengaruhi seluruh industri 
yang memasok barang-barang konsumsi bagi para 
pekerja, lagi pula perlakuan tidak adil kepada 
pekerja ini akan menyebabkan timbulnya ketidakpuasan. 
Dan mereka tidak boleh merugikan satu sama lain dan 
harus menunjukan keadilan dalam hubungan mereka, 
dan harus membayar upah yang layak kepada para 
                                                             





pekerjanya serta harus adil.
76
 
Disamping itu adil bermakna proporsional, hal 
ini sebagaimana tersirat dalam ayat berikut yang 
menegaskan bahwa pekerja seseorang menurut berat 
ringan pekerjaannya, Islam sangat menghargai keahlian 
dan pengalaman. Allah SWT Q.S Al-Ahqaf ayat 9 
berfirman sebagai berikut : 
 
                     
                       
 
“Katakanlah: "Aku bukanlah Rasul yang pertama di 
antara Rasul-rasul dan aku tidak mengetahui apa yang 
akan diperbuat terhadapku dan tidak (pula) terhadapmu. 
aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan 
kepadaku dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi 
peringatan yang menjelaskan". 
 
Ayat di atas menegaskan bahwa pekerjaan 
sesorang akan dibalas menurut berat pekerjaannya, hal 
ini menjadi prinsip dalam Islam bahwa bayaran yang 
sama akan diberikan pada pekerjaan yang sama. Upah 
adalah hak dan bukan pemberian sebagai hadiah. Upah 
hendaklah proporsional, sesuai dengan kadar kerja atau 
hasil produksi dan dilarang adanya eksploitasi. Seorang 
majikan memiliki kewajiban untuk membayar upah 
yang adil kepada para pekerjanya dan membayar rendah 
kepada mereka karena tuntutan kebutuhan mereka untuk 
mendapatkan penghasilan. Sama halnya, jika tingkat 
upah terlalu tinggi, majikan mungkin mendapatkan 
keuntungan dan tidak dapat menjalankan 
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perusahaannya. Dalam Islam, upah harus direncanakan 




Islam menawarkan solusi yang sangat tepat, baik 
mengenai masalah upah maupun masalah 
perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan 
pekerja maupun majikan. Para buruh mendapatkan 
upah yang layak tanpa melanggar hak-hak majikannya 
yang sah. Majikan tidak diperbolehkan berlaku 
sewenang wenang terhadap kelompok pekerja 
dengan menghilangkan bagian hak pekerjanya yang 
sah, sementara para pekerja itu tidak diberi seluruh 
dividen nasional sehingga mengurangi hak yang sah dari 
majikannya. Upah ditetapkan dengan suatu cara yang 
paling layak tanpa tekanan yang tidak pantas terhadap 
pihak manapun. Masing-masing pihak memperoleh 
bagian yang sah dari produk bersamanya tanpa bersikap 
dzalim terhadap yang lain.
78
 
Penentuan upah dalam islam adalah berdasarkan 
jasa kerja atau kegunaan tenaga seseorang. Berbeda 
dengan pandangan kapitalis dalam menentukan upah 
kepada seseorang pekerja dengan menyesuaikannya 
dengan biaya dalam batas minimum. Sebaliknya, 
mereka akan menguranginya apabila beban hidupnya 
berkurang. Oleh karena itu, upah seorang pekerja 
ditentukan berdasarkan beban hidupnya, tanpa 




Berdasarkan uraian di atas menunjukkan adanya 
aturan Syariah dalam bekerja dan menentukan upah, 
dalam hal ini Syariah sangat menganjurkan 
adanya profesionalisme didalam bekerja. Karena segala 
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sesuatu harus ditempatkan pada porsinya dan berdasarkan 
pada keseriusan atau kesungguhan. 
 
C. Ganti Rugi 
1. Pengertian dan Dasar Hukumnya 
Ganti rugi dalam bahasa arab disebut juga dengan 
Ta‟wid. Sedangkan Ta‟wid secara istilah yang 
dikemukakan oleh ulama kontemporer Wahbah Al-Zuhaili 
adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran 
atau kekeliruan.
80
 Dalam fiqh muamalah jaminan ganti 
rugi disebut dengan al-dhaman atau al-kafalah.81 
Al-Dhaman dalam fiqh muamalah dibagi menjadi dua 
macam yaitu: 
a. Al-Dhaman dengan maksud ganti rugi, sebagaimana 
yang terdapat dalam Majalah al-Ahkam al-Adliyah, 
yaitu suatu bentuk penyerahan harta kepada orang 
lain, apabila harta tersebut berupa al-mithli, maka 
yang harus diserahkan adalah harta al-mithli pula, 
akan tetapi apabila berupa al-qimiy, maka keharusan 
mengembalikan juga dalam bentuk al-qimiy. Adapun 
menurut al-Syaukany adalah pemberian ganti rugi 
dari suatu hal yang rusak atau lenyap. Dalam berbagai 
mazhab fiqh kita temui bahwa jaminan ganti rugi 
tidak hanya diberikan sebatas pada kerugian harta 
benda saja, melainkan juga terhadap semua bentuk 
kerugian, seperti kerugian yang disebabkan oleh 
hilangnya keuntungan yang diharapkan, kerugian 
pihak ketiga, kerugian karena kecurian, karugian yang 
berkaitan dengan hak, dan lain-lain. 
b. Al-Dhaman dengan maksud tanggung jawab (al-
kafalah), sebagaimana yang didefinisikan dalam 
mazhab Maliki, “Menimpakkan suatu tanggung jawab 
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pada orang lain dengan alasan yang benar.” Adapun 
al-kafalah dengan arti al-dhaman terbagi dalam tiga 
bentuk yaitu: kafalah bi al-dain, kafalah bi al-ain dan 
kafalah bi al-nafs. Dalam hukum dagang, jaminan 
jenis ini dikenal dengan jaminan fidusia.82 
Pada dasarnya, hakikat dari sebuah pertanggungan 
adalah janji perlindungan yang diberikan kepada para 
tertanggung atau masyarakat luas.
83
 Adapun jenis-jenis 
kerugian yang harus diberikan ganti rugi apabila terjadi 
kerugian yaitu sebagai berikut: 
a. Kerugian yang terjadi pada harta benda yang halal 
menurut hukum Syariah harus diberikan ganti rugi. 
Oleh karena itu, tidak diwajibkan mengganti kerugian 
yang terjadi pada bangkai, khamar, babi dan hal-hal 
lain yang diharamkan oleh Syariah. 
b. Harta benda yang dipelihara dan dilindungi oleh 
pemiliknya, tidak ada kewajiban memberikan ganti 
rugi pada harta atau apapun yang tidak dilindungi 
oleh pemiliknya. 
c. Harta benda yang mengalami kerusakan maksudnya 
harta yang layak untuk diberikan ganti rugi, tidak ada 
pemberian ganti rugi pada harat yang tidak layak 
untuk diganti. 
d. Pemberian ganti rugi terhadap keuntungan yang 
hilang dibatasi dalam bentuk-bentuk kewajaran, 
karena keuntungan di luar batas kewajaran merupakan 
sesutu yang tidak pasti dan besar kemungkinan sulit 
dicapai oleh pemiliknya. 
e. Harta benda yang disimpan bukan pada tempatnya 
dan di luar wilayah kewenangan pemiliknya tidak 
diwajibkan memberikan ganti rugi.
84
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Beberapa jenis di atas telah memberikan gambaran 
tentang proses ganti rugi dalam sistem fiqh muamalah 
dimana pemilik harta menuntut penggantian kerugian 
kepada pelaku kejahatan atau kepada penjamin. 
Adapun dasar hukum yang menjadi landasan 
mengenai ganti rugi adalah sebagai berikut: 
a. Al-Qur‟an surat  
                    
     
 “Mereka menjawab, Kami kehilangan piala raja dan 
siapa yan dapat mengembalikannya akan memperoleh 
(bahan makanan seberat) beban unta dan aku jamin itu”. 
QS. Yusuf: 72 
 
                        
                     
           
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, 
kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan 
suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 
membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha 
Penyayang kepadamu.” QS. An-Nisa: 29 
 
b. Hadis 
 ٍْ ِّ٘ َع ِر ْٕ ٌَ انثَّ ٍْ ُسْفَٛا ُّ٘ َع َد اْنَحفَِز ُٔ ٌَ َحذَّثََُا أَبُٕ َدا ََْٛل ٍُ َغ ُٕد ْب ًُ َحذَّثََُا َيْح
َسهََّى إِنَٗ  َٔ  ِّ ْٛ َ ُ َعه ِّٙ َصهَّٗ هللاَّ اِج انَُّبِ َٔ َْذْث بَْعُط أَْس ٍَس قَاَل أَ ٍْ أَ ٍْٛذ َع ًَ ُح
َسهََّى  َٔ  ِّ ْٛ ُ َعهَ ِّٙ َصهَّٗ هللاَّ غََعاًيا فِٙ قَْصَعٍت فََعَزبَْج َعائَِشتُ اْنقَْصَعتَ بَِِٛذَْا انَُّبِ
60 
َاٍء قَاَل  َاء  بِإِ إِ َٔ َسهََّى غََعاو  بِطََعاٍو  َٔ  ِّ ْٛ ُ َعهَ ُّٙ َصهَّٗ هللاَّ فَأَْنقَْج َيا فَِٛٓا فَقَاَل انَُّبِ
ٍ  َصِحٛح   رٔاِ انخزيذ٘ (أَبُٕ ِعَٛسٗ ََْذا َحِذٚث  َحَس
85
( 
“Telah menceritakan kepada kami (Mahmud bin 
Ghailan), telah menceritakan kepada kami (Abu Dawud 
Al Hafari) dari (Sufyan Ats Tsauri) dari (Humaid) dari 
(Anas) ia berkata; Sebagian isteri Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam memberi hadiah kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam berupa makanan dalam 
sebuah nampan, lalu Aisyah memukul nampan itu 
dengan tangannya sehingga tumpah semua isinya. Maka 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Makanan 
diganti dengan makanan dan bejana diganti dengan 
bejana." Abu Isa berkata; Hadits ini hasan shahih.” 
(HR. Tirmidzi). 
2. Rukun dan Syaratnya 
a. Dari orang yang menjamin 
Syarat orang yang menjamin harus sudah 
baliqh, berakal, merdeka dalam mengelola hartanya 
dan tanpa paksaan. Maka dengan demikian bagi anak-
anak, orang gila serta orang yang berada di bawah 
pengampuan tidak dapat menjadi penjamin. 
b. Orang yang menerima jaminan 
Syaratnya yaitu harus diketahui oleh penjamin. 
Karena sikap manusia berbeda-beda dalam 
menghadapi orang yang berpiutang, ada yang keras 
dan ada yang lunak. Terutama dimaksudkan untuk 
menghindari kekecewaan dikemudian hari bagi 
penjamin. 
c. Orang yang berhutang 
Disyaratkan baginya kerelaan terhadap 
penjamin, karena pada prinsipnya hutang itu harus 
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lunas, baik orang yang berhutang, rela maupun tidak, 
namun lebih baik dia rela. 
d. Objek jaminan hutang berupa uang atau barang 
Objek jaminan hutang disyaratkan bahwa 
keadaan diketahui dan telah ditetapkan. Oleh karena 
itu, tidak sah dhaman (jaminan), jika objek jaminan 
hutang tidak diketahui dan belum ditetapkan, karena 
ada kemungkinan hal ini ada gharar/tipuan. 
e. Sighat 
Yaitu pernyataan yang diungkapkan penjamin, 
disyaratkan Sighat mengandung makna jaminan serta 
tidak digantungkan pada sesuatu, misalnya: “saya 
menjamin hutangmu kepada A”, dan sebagainya yang 
mengandung ucapan jaminan. Sighat hanya 





Ganti rugi dapat disebabkan oleh beberapa faktor 
jika ditinjau dari pandangan hukum Islam. Menurut 
Syamsul Anwar, ada dua macam sebab terjadinya ganti 
rugi (dhaman). Pertama, tidak melaksanakan akad dan 
kedua, alfa dalam melaksanakan akad. Yakni apabila akad 
sudah disepakati secara sah menurut ketentuan hukum 
Islam itu tidak dapat dilaksanakan oleh debitur, atau 
dilaksanakan namun tidak sebagaimana mestinya 
(kealpaan), maka timbul kesalahan dipihak debitur, baik 
kesalahan itu karena disengaja untuk tidak melaksanakan 
akad, ataupun kesalahan karena kelalaiannya. Dalam ilmu 
fiqh, kesalahan disebut dengan al-ta‟addi, yaitu suatu 
sikap yang bertentangan dengan hak dan kewajiban dan 
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Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-qur‟an 
surat Al-Anfal ayat 27 yang berbunyi: 
                   
        
“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu 
mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu 
mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, 
sedang kamu mengetahui.” 
 
Menurut Asmuni Mth dalam jurnalnya menjelaskan 
sebagai berikut: seseorang tidak dapat dibebankan ganti 
rugi kecuali memenuhi dua rukun: yaitu: al-itida dan al-
darar. Al-itida adalah melampaui batas yang menurut para 
fuqaha mengandung unsur kezaliman, rasa permusuhan, 
dan melampaui hak. Kriterianya adalah menyimpang dari 
perilaku normal. Adapun sebab-sebab dhaman ada tiga 
yaitu akad, yad, dan itlaf. Dhaman pada akad dapat terjadi 
ketika ada pihak yang melakukan interpretasi terhadap 
ketentuan eksplisit dari redaksi perjanjian atau makna 
emplisitnya sesuai dengan keadaan dan situasi (al-urf 
ataual-adah) yang berlaku. Sedangkan wadh‟u al-yad 
dapat menjadi sumber ganti rugi baik itu al-yad 
mu‟tamanah maupun bukan mu‟tamanah. Yad al-
mu‟tamanah seperti yad al-wadi dan al-mudharib, al-amil 
al-musaqi, al-ajir al-khas, al-washi „ala mal al-yatim 
hakim dan al-qadhi ala sunduq al-aitam, dan lain-lain. 
Apabila melakukan ta‟addi (personal abuse case) atau 
taqshir dibebani/dikenakan ganti rugi. Namun jika tidak 
ada unsur ta‟addi atau taqshir maka tidak dapat 
dibebankan ganti rugi karena mereka tergolong al-aydi al-
amanah (tangan-tangan amanah).88 
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Adapun al-yad gairu al-mu‟tamanah yang 
melakukan sesuatu terhadap harta orang lain tanpa izin 
dari pemilik seperti pencuri dan perampas, atau dengan 
seizin dari pemilik seperti pencuri dan perampas, atau 
dengan seizin pemilik seperti al-yad al-ba‟i terhadap 
barang yang dijual sebelum serah terima, atau al-musytari 
setelah serah terima barang dan penyewa hewan 
tunggangan atau semisalnya jika melakukan ta‟addi 
terhadap syarat-syarat yang sudah ditentukan atau 
ketentuan yang sudah biasa berlaku. Mereka ini wajib 
memberikan ganti rugi terhadap kerusakan barang pada 
saat berada ditangannya, adapun penyebab kerusakan 
sekalipun terpaksa seperti bencana alam dan lainnya. 
Adapun al-itilaf biasanya diartikan mendingfungsikan 
barang. Al-itilaf dibagi dua yaitu al-itilaf al-mubasyir 
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